Peran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur dalam membantu pemerintah Tiongkok untuk mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia by Hasanah, Eva Putriya
i 
 
PERAN PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI) JAWA 
TIMUR DALAM MEMBANTU PEMERINTAH TIONGKOK UNTUK 





Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk 
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan 
Internasional (S.Sos) dalam Bidang Hubugan Internasional 
 
       Oleh : 
     Eva Putriya Hasanah 




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 











































Eva Putriya Hasanah, 2019, The Role of Indonesian Chinese Islamic Union 
(PITI) of East Java in Helping the People’s Republic of China Government to 
Strength Bilateral Relations with Indonesian Government, Thesis of International 
Relations Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences State 
Islamic University of Sunan Ampel Surabaya. 
Keywords: PITI, Strategy, China, Indonesia, Diplomacy 
This research aims to describe how the role of the Indonesian Chinese Islamic 
Union (PITI) of East Java in helping the People’s Republic of China Government 
to strength bilateral relations with Indonesian government. This research conducts 
a qualitative-descriptive method, with documentation and interview data 
collection techniques. Researcher found that there are four roles of PITI in public 
diplomacy that can help the Chinese government. These roles are first, the role of 
PITI to introduce Chinese culture to the people of Indonesia. Second, the role of 
PITI to introduce Muslim Chinese identity. Third, the role of PITI in the social 
life of the community. Fourth, the role of PITI to be a mediator between the 
Chinese government and various parties in Indonesia. Although there are roles of 
PITI in public diplomacy that can help the Chinese government in Indonesia, PITI 
is an independent Islamic organization without any connection with the 
government or politics, including not having political relations with the Chinese 
government. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur dalam membantu pemerintah Tiongkok 
untuk mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 
dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan bahwa terdapat empat peran 
PITI dalam diplomasi publik yang dapat membantu pemerintah Tiongkok. Peran-
peran tersebut adalah pertama, peran PITI untuk memperkenakan budaya 
Tiongkok ke masyarakat Indonesia. Kedua, peran PITI untuk memperkenalkan 
identitas muslim tionghoa. Ketiga, peran PITI dalam kehidupan sosial masyarakat. 
Keempat, peran PITI untuk menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok dengan 
berbagai pihak di Indonesia. Meski terdapat peran-peran PITI dalam diplomasi 
publik yang dapat membantu pemerintah Tiongkok di Indonesia, namun PITI 
merupakan organisasi masa islam yang berdiri sendiri tanpa memiliki keterkaitan 
dengan pemerintah maupun politik termasuk juga tidak memiliki hubungan politik 
dengan pemerintah Tiongkok. 







































PENGESAHAN TIM PENGUJI………………..…………..………………….iii 
MOTTO…………………………..……..…………………………………….....iv 
PERSEMBAHAN………………...…………..………………………………....v 




BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah………………....………………………………...1 
B. Rumusan Masalah………………..………………………………..……..10 
C. Tujuan Penelitian……………..…………………………………….........10 
D. Manfaat Penelitian………………..………………………………….......10 
E. Penelitian Terdahulu………………………..……………………………12 
F. Anggapan Dasar 
1. Definisi Prsatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI ….………..…16 
2. Definisi Pemerintah Tiongkok…………………….…………......23 
G. Batasan Masalah………………...……………………………………......25 
H. Argumentasi Utama………………..……………………………….........25 
I. Sistematika Pembahasan………………..………………………………..25 



































BAB II LANDASAN KONSEPTUAL 
A. Konsep Strategi……..…………..………...……………….……………..29 
B. Multi-track Diplomacy …………………………………….…………….30 
C. Diplomasi Publik…………………………………………………………37 
BAB III METODE PENELITIAN  
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian………………………………………….40 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian………………...…...…..…………...……..41 
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa…………..………………………41 
D. Tahap-tahap Penelitian………...…………………………………………41 
E. Teknik Pengumpulan Data……………...………………………………..42 
F. Teknik Analisa Data……...………………………………………………43 
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 
A. Hubungan Indonesia-Tiongkok………………………………………….45 
B. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Pemerintah Tiongkok…73 
C. Analisa Peran PITI dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk 
Mempererat Hubungan dengan Indonesia.....…………………………....78 
1. Peran PITI untuk Memperkenalkan Budaya Tiongkok ke Masyarakat 
Indonesia……………………………………………………………..80 
2. Peran PITI untuk Memperkenalkan Identitas Tionghoa Muslim..….83 
3. Peran PITI dalam Kehidupan Sosial Masyarakat……………………89 
4. Peran PITI Menjadi Mediator antara Pemerintah Tiongkok dan 
Berbagai Pihak di Indonesia………………………………………….92 
 
























































































































































Lampiran 1: Outline Wawancara  
1. Wawancara Narasumber 1 ............................................................................. 109 
2. Wawancara Narasumber 2 ............................................................................. 115 
3. Wawancara  Narasumber 3 ………..………………………………………...123 
4. Wawancara  Narasumber 4 …….....…………………………………………124 
5. Wawancara  Narasumber 5 ……..………………………………………….  129 
6. Wawancara  Narasumber 6 ……..…………………………………………...132 
 
















































A. Latar Belakang 
Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki catatan sejarah yang begitu 
panjang. Kedatangan orang-orang Tiongkok ke pulau Jawa pada masa Dinasti 
Han (206 SM- 220 M) menjadi awal bagi hubungan kedua negara tersebut.1 
Sejarah yang panjang, membuat hubungan keduanya tidak hanya sebatas 
Government to Government, melainkan telah mengakar hingga masyarakat. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya jejak-jejak kebudayaan sebagai bentuk akulturasi 
budaya antara Indonesia-Tiongkok yang banyak ditemukan di masyarakat. Seperti 
motif-motif kain sutera Tiongkok yang mempengaruhi Candi Sewu di Yoyakarta.2 
Batik Cirebon yang menampilkan hewan kahyangan  dalam mitologi Tionghoa.3 
Bahkan hari ini yang jelas terlihat adalah keberadaan tiga belas masjid Cheng Hoo 
di berbagai kota besar di Indonesia yang menjadi saksi atas berbaurnya 
masyarakat Indonesia dengan orang-orang Tiongkok.  
Fakta-fakta sejarah yang memperlihatkan adanya kedekatan antara kedua 
negara tersebut, sepantasnya apabila hubungan yang terjalin hingga sekarang telah 
mengalami berbagai dinamika serta kerap mendapati berbagai tantangan yang 
muncul dari berbagai segi, baik dari pemerintah maupun masyarakat.  
                                                             
1 Ririn Darini, “Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945”, MOZAIK, Vol. 
3, No. 1, 2008) 
2 Rustopo, Jawa Sejati, (Otobiografi Go Tik Swan).(Yogyakarta :Penerbit Ombak, 
2008). 
3 Daradjadi, Geger PeTiongkokan 1740-1743,(Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan 
VOC). (Yogyakarta : Penerbit Buku Kompas, 2013), 68 



































Di era pasca kemerdekaan Indonesia, peristiwa Gerakan 30 S PKI yang 
terjadi pada 30 September 1965 menjadi sebuah catatan buruk bagi sejarah 
hubungan Indonesia-Tiongkok. Pasalnya, akibat peristiwa ini telah menimbulkan 
kekerasan anti-komunis yang berubah menjadi gerakan anti-Tiongkok yang kuat 
dan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik pada 30 Oktober 1967.4 
Ketika itu, Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan kestabilan 
negara Indonesia. Akibat tuduhan bahwa Tiongkok ikut juga berperan dalam 
tragedi G 30 S/PKI, yang ditandai dengan adanya senjata PKI yang diduga di 
selundupkan melalui Tiongkok yang disebut sebagai angkatan ke lima.5  
Hal ini tentu ikut menyulut kemarahan rakyat Indonesia, sehingga apapun 
yang berhubungan dengan Tiongkok akan selalu diidentikan dengan ancaman 
komunis. Puncak penolakan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pun terjadi 
ketika pemerintahan Orde Baru. Hal ini ditandai dengan peraturan tentang tidak 
diperbolehkan lagi segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat 
Tiongkok yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967.6 
Selain itu, terdapat pula aturan bahwa masyarakat keturunan Tiongkok harus 
mengganti nama Tiongkoknya menjadi nama yang berbau Indonesia. Peraturan 
inipun termuat dalam Surat Edaran No.06/Preskab/6/67.7 Adanya peraturan-
                                                             
4 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, 
dalam Bandoro,Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (Jakarta: 
CSIS, 1994): 55 Dalam dalam Arini Aula Rusydati,” Hubungan Indonesia-Tiongkok pasca 
Normalisasi tahun 1990”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3 - No. 1 / 2014-03 
5 Rizal Sukma, “Indonesia-Tiongkok Relations: The Politics of Re-engagement,” 
Centre for Strategic and International Studies (Jakarta, 2009): 52 dalam Arini Aula Rusydati,” 
Hubungan Indonesia-Tiongkok pasca Normalisasi tahun 1990”, Jurnal Analisis Hubungan 
Internasional, Vol. 3 - No. 1 / 2014-03 
6 Muhammad A. S Hikam, Politik Kewarganegaraan: Landasan Pendemokratisasi di 
Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1999). 
7 Surya Putra, Agamaku Terbang Tinggi (Surabaya: Inspirasi, 2001), 71. 



































peraturan tersebut pun telah menambah deretan sikap anti-Tiongkok pada masa 
itu.  Sehingga, akibat pembekuan hubungan diplomatik dan sikap orde baru 
terhadap masyarakat Tionghoa ketika itu, membuat hubungan Indonesia-
Tiongkok sangat buruk selama 32 tahun lamanya.  
Normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia-Tiongkok pun baru 
terjadi pada tahun 1990 yang ditandai dengan adanya penandatanganan 
“Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic 
Indonesia and the Government of the Poople’s Republic of Tiongkok on the 
Resumption of Diplomatic Relations” antara Indonesia dan Tiongkok.8 Namun 
meski seperti itu, normalisasi yang seutuhnya baru terjadi ketika masa reformasi 
yaitu di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal tersebut ditandai 
dengan dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) No 14/1967 serta  dikeluarkannya 
Keppres baru yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa seperti 
diperbolehkannya kembali ritual keagamaan, tradisi dan budaya yang pada masa 
Orde Baru tidak diperbolehkan.9 Sehingga dengan diberikannya kembali hak-hak 
terhadap orang Tionghoa Indonesia, dapat dikatakan bahwa normalisasi yang 
sesunggunya baru terjadi ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman 
Wahid. Bahkan hubungan tersebut semakin membaik dengan adanya beberapa 
kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Sebut saja 
Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRT di Jakarta pada tahun 2005. Dalam 
                                                             
8 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, 
80 Op. Cit 







































Deklarasi tersebut, kedua negara akan memajukan kerjasama di berbagai bidang.10 
Pada  tahun 2013 kerjasama tersebut semakin ditingkatkan menjadi kemitraan 
strategis komprehensif.11 Yang menandakan semakin membaiknya hubungan 
antara kedua negara, bahkan di masa pemerintahan sekarang yang diwarnai aksi 
saling kunjung antara pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah 
Tiongkok. 
Untuk mengembalikan hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok 
bukan sebuah perkara yang mudah. Perlu adanya usaha-usaha besar untuk 
mengembalikan normalisasi hubungan antar keduanya. Apalagi masalah yang 
menjangkit kedua negara tersebut tidak hanya sebatas pemerintah saja, melainkan 
juga masyarakat sehingga dibutuhkan peran pihak-pihak lain nya. Hal demikian 
dapat dilihat melalui usaha pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan 
normalisasi pasca dibekukannya hubungan diplomatik namun berujung gagal. 
Usaha-usaha Tiongkok ini dilakukan dengan cara mengambil simpati dari 
Indonesia. Di antara usaha-usaha tersebut adalah undangan turnamen Tiongkok 
yang diberikan kepada olaragawan dan pengamat Indonesia, dukungan yang 
diberikan oleh Tiongkok atas masalah-masalah yang dialami oleh Indonesia 
seperti persoalan Selat Malaka serta pengapalan beras ke pelabuhan-pelabuhan 
Indonesia melalui Hongkong.12 Namun hal tersebut gagal akibat indonesia 
                                                             
10 “Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Republik Indonesia Republik 
Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok”, web resmi kemenlu, diakses 27 September 2018, 
https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-
Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx 
11 Sandro Gatra,"Indonesia-Tiongkok Jalin Kemitraan Strategis", Kompas, diakses 27 
September 2018, https://nasional.kompas.com/read/2013/10/02/1946394/Indonesia-
Tiongkok.Jalin.Kemitraan.Strategis.  
12 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, 
57 Op. Cit 



































menolaknya dengan alasan nasionalisme keturunan Tionghoa di Indonesia serta 
alasan keamanan bangsa Indonesia dari ancaman Tiongkok.13 Fakta ini 
menunjukkan bahwa usaha Tiongkok melalui pendekatan Government to 
Government tidaklah cukup. Sebagaimana masalah ini sangat kompleks yang 
tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga masyarakat yang trauma dan 
tidak percaya atas adanya komunis di Indonesia. Jadi apabila normalisasi 
dilakukan ketika itu, maka timbul adanya gejolak di tengah masyarakat yang bisa 
membahayakan kestabilan negara Indonesia. Adanya hal tersebut, tentu Tiongkok 
memerlukan pendekatan secara people to people yang dapat membantu proses 
normalisasi hubungan kedua negara. 
Sejalan dengan hal tersebut, di era kontemporer ini aktor hubungan 
internasional tidak lagi sebatas negara melainkan juga non-negara. Bahkan, 
menurut para ahli diplomasi dalam konteks hubungan internasional telah beralih 
sifat menjadi luas seiring dengan perkembangannya. Sebagaimana aktor non-
negara juga dianggap menjadi bagian dari aktor dalam hubungan internasional.14 
Ini artinya bahwa aktor non-negara juga memiliki peran besar bagi suatu negara 
untuk menjalin hubungan dengan negara lain begitu juga dalam konteks hubungan 
Indonesia dan Tiongkok.  
 Di Indonesia sendiri terdapat banyak organisasi Tionghoa, diantaranya 
Paguyuban Bhakti Putera, Perhimpunan Warga Cantonese Yogyakarta (Perwacy), 
Paguyuban Bhakti Loka, Paguyuban Hakka Yogyakarta, Paguyuban Fu Qing, 
Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI), Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa 
                                                             
13 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, 
57-59 Op. Cit 
14 Barston, R.P, 1997, Modern Diplomacy, Pearson Education, England, 1 



































Indonesia (PASTI), dan Yayasan Persaudaraan Masyarakat Yogyakarta (YPMJ). 
Sedangkan organisasi sosial umum yang juga banyak terlibat orang Tionghoa di 
dalamnya antara lain Hash (bidang olahraga), Paguyuban Mitra Masyarakat 
Yogyakarta (Pamitra), Rotary internasional, Lion Club, Yayasan Buddha Tzu Chi, 
dan Paguyuban Pedagang Malioboro (PPM).15 Terdapat juga Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia (PITI). Sehingga dengan keberadaan organisasi-organisasi 
tersebut di Indonesia memungkinkan untuk menjadi salah satu aktor non-negara 
yang berperan menjembatani hubungan Indonesia-Tiongkok.  
 Namun dari sekian banyak organisasi Tionghoa di Indonesia, keberadaan 
PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) yang merupakan organisasi bagi 
masyarakat Tionghoa muslim memiliki posisi yang sangat strategis dibanding 
dengan organisasi yang lain. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, 
meski telah berkewarganegaraan Indonesia, secara etnis PITI tetap tidak bisa 
dipisahkan dari etnis Tionghoa. Sehingga PITI akan selalu dianggap sebagai 
representasi Negara Tiongkok. Hal ini terbukti pada 15 Desember 1972, PITI 
(Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) harus berganti nama menjadi Pembina 
Iman Tauhid Islam akibat dilarangnya penggunaan nama etnis di dalam penamaan 
oleh pemerintahan orde baru akibat dampak dari peristiwa G 30 SPKI. 16 Maka 
secara rasional, jika hubungan Indonesia dan Tiongkok baik, maka keberadaan 
PITI juga tetap aman. Bahkan akibat tragedi Gerakan 30 September 1965, terdapat 
masyarakat Tionghoa yang mendapat dampak rasialisme sebagai etnis keturunan 
                                                             
15Maulana, R.. Pergulatan Identitas MuslimTionghoa, (2010) h. 1 dalam Hamada 
Adzani Mahaswara, “Muslim Tionghoa Sebagai Jembatan Budaya: Studi Tentang Partisipasi 
dan Dinamika Organisasi PITI Yogyakarta”, SHAHIH - Vol. 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017 
16 Khozyn Arief, “Sejarah dan Perkembangan PITI Kiprah PITI Di Gelanggang 
Nasional” Pembina, Juli 1993, 5   



































Tiongkok, yang mana Tiongkok sebagai negara komunis dianggap ikut serta 
dalam G 30 SPKI.17 Selain itu, bukti lain yang menunjukkan bahwa masyarakat 
masih melihat bahwa Tionghoa di Indonesia merupakan representasi dari negara 
Tiongkok adalah ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang 
mengikut sertakan Basuki Tjaya Purnama (Ahok) yang merupakan keturunan dari 
Tionghoa. Pada saat itu, sentimen terhadap Tiongkok sangat kuat di masyarakat. 
Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Institute of Southeast Asian Studies 
(ISEAS)-Yusof Ishak menunjukkan bahwa secara nasional pemilihan Gubernur 
DKI Jakarta 2017 berdampak pada menguatnya sentimen terhadap keturunan 
Tiongkok. Hal demikian juga diperkuat oleh hasil analisis Eep Saefulloh Fatah 
yang mengatakan bahwa sentimen tersebut menjadi salah satu alasan kekalahan 
Basuki Tjaya Purnama (Ahok) pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta.18 Hal ini 
menunjukkan bahwa etnis Tionghoa masih dianggap sebagai representasi negara 
Tiongkok. Oleh karena itu, PITI yang juga sebagai etnis Tionghoa sangat tidak 
bisa dipisahkan dari pandangan masyarakat tersebut.   
 Kedua, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sebagai organisasi 
masyarakat Islam bisa dikatakan bahwa PITI menjadi bagian dari mayoritas 
penduduk di Indonesia. Sehingga wajar apabila PITI dapat menjadi instrumen soft 
power untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Apalagi sejarah 
masuknya Islam ke Indonesia tidak terlepaskan dari peran orang-orang Tiongkok. 
                                                             
17 Munawir Aziz,”Tionghoa dalam Sejarah Gelap 1965”, Jawa Pos, diakses 02 April 
2019, https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/03/10/2017/tionghoa-dalam-
sejarah-gelap-1965/ 
18 Akhmad Muawal Hasan, Sentimen Anti-Cina di Indonesia Awet Usai Pilkada 
Jakarta", Tirto.id, 02 April 2019,  https://tirto.id/sentimen-anti-cina-di-indonesia-awet-usai-
pilkada-jakarta-cwpg.  



































Sehingga PITI memiliki sumber kekuatan tersendiri untuk menjadi jembatan bagi 
hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. 
Ketiga, PITI yang lahir lebih dulu dibanding dengan organisasi Tionghoa 
lainnya yaitu sejak tahun 1961, sehingga sangat memungkinkan jika PITI 
memiliki peran-peran penting terkait usaha people to people untuk menjembatani 
hubungan antara Indonesia-Tiongkok sejak dibekukannya hubungan diplomatik 
antara Indonesia-Tiongkok pada tahun 1967 akibat peristiwa G 30 S PKI. 
Pasalnya memburuknya hubungan antara dua negara tidak hanya secara 
diplomatik saja melainkan juga mengakar di masyarakat akibat isu PKI bahkan 
hingga hari ini. sehingga dengan adanya tiga faktor di atas membuat PITI 
(Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) memiliki posisi yang sangat strategis 
sehingga sangat menarik untuk dibahas. 
Dalam AD/ART PITI disebutkan bahwa Visi PITI adalah mewujudkan 
Islam sebagai rahmatan lil alamin (Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam). 
Sedangkan apabila melihat pada Misi PITI adalah untuk mempersatukan berbagai 
kalangan yaitu Muslim Tionghoa dengan Muslim Indonesia, Muslim Tionghoa 
dengan etnis Tionghoa non Muslim dan etnis Tionghoa dengan umat Islam.19 
Melalui visi-misi nya, peran PITI tidak hanya berada pada menyiarkan agama 
Islam saja. Namun, terdapat peran sosial untuk menjembatani antar kalangan salah 
satunya antara orang-orang Tionghoa dan masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan 
bahwa PITI melaui dakwahnya berusaha dalam menghilangkan kesalah pahaman 
yang sering melekat diantara kedua bela pihak. Hal tersebut menjadi sangat 
                                                             
           19 AD/ART/PITI tahun 2012-2017, h. 7   



































penting dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok akibat sering munculnya 
persepsi buruk tentang Tiongkok di tengah masyarakat. Hal ini juga dipertegas 
oleh Anne Dickson bahwa PITI telah menjadi sebuah jembatan komunitas muslim 
Tionghoa dengan masyarakat Tionghoa secara umum (muslim atau non-musim) 
dan masyarakat non- Tionghoa.20 
Keberadaan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) yang sangat 
strategis sebagai media atau jembatan bagi hubungan antara Indonesia-Tiongkok 
ini bahkan diakui oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Hal demikian seperti 
diungkapkan oleh ketua PITI Jawa Timur bahwa Pemerintah Tiongkok sangat 
senang dengan keberadaan PITI di Indonesia karena PITI dianggap dapat 
melakukan pendekatan terhadap orang-orang Indonesia yang mayoritas Islam. 
Bahkan PITI juga sering diundang di acara pemerintah Tiongkok dan berdiskusi 
secara non-formal dengan mereka.21 Sehingga dengan adanya hal tersebut, peneliti 
berasumsi bahwa terdapat peran PITI dalam pendekatan people to people atau 
diplomasi publik yang menguntungkan pemerintah Tiongkok di Indonesia. Oleh 
karena itu, peneliti akan membahas bagaimana peran PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) dalam membantu pemerintah Tiongkok untuk mempererat 
hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia, yang mana peneliti akan fokus 
pada PITI Jawa Timur. 
 
                                                             
            20 Anne Dickson, A Chinese Indonesian Mosque’s Outreach In The Reformasi Era (paper 
for the 17 Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 
July 2008) dalam Choirul Mahfud,“The Role of Cheng Ho Mosque The New Silk Road, 
Indonesia-Tiongkok Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal of Indonesia Islam 
Volume 08, Number 01, June 2014. 
21 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 05 Oktober 2018 
 



































B. RUMUSAN MASALAH   
Rumusan masalah yang akan menjadi fokus peneliti untuk dijawab selama 
proses penelitian ini, ialah : 
          Bagaimana peran PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Jawa 
Timur dalam membantu pemerintah Tiongkok untuk mempererat 
hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia?  
C. TUJUAN PENELITIAN  
         Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, tujuan 
penelitian diuraikan dalam bentuk pernyataan di bawah ini : 
Untuk mengetahui bagaimana peran PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) Jawa Timur dalam membantu pemerintah Tiongkok 
untuk mempererat hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia. 
D. MANFAAT PENELITIAN  
Melalui penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan 
kontribusi dalam bidang akademis maupun praktis : 
1. Manfaat Akademis  
          Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat 
berkonstribusi bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional di 
era kontemporer, khususnya dalam melihat peran non-negara 
sebagai salah satu aktor dalam Hubungan Internasional. Selain itu, 
diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai 
sumber rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian sejenis 
yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Dengan adanya 



































penelitian ini juga, diharapkan dapat memberikan tambahan 
wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami atau mengkaji 
penelitian terkait yaitu tentang Peran PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) untuk Mempererat Hubungan Indonesia-
Tiongkok. 
2. Manfaat Praktis  
        Selain manfaat akademis, terdapat pula manfaat praktis dari 
penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti. Manfaat praktis ini 
berupa masukan terhadap beberapa pihak terkait, di antaranya 
pemerintah, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), dan 
masyarakat :   
a. Pembuat kebijakan / pemerintah Indonesia maupun Tiongkok, 
agar memberikan perhatian terhadap peran PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) untuk menjaga hubungan Indonesia-
Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia ketika melakukan 
kebijakan luar negerinya terhadap Tiongkok.   
b. PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) agar mengetahui dan 
menyadari besarnya peran yang dimilikinya dalam mempererat 
hubungan Indonesia-Tiongkok, sehingga diharapkan dapat 
mensinergikannya dengan kebijakan pemerintah.  
c. Sebagai salah satu tambahan wawasan bagi masayarakat 
Indonesia agar senantiasa lebih memperhatikan peran masing-



































masing pihak dalam keberlangsungan hubungan yang dijalin oleh 
Indonesia dengan negara lain, terkhusus dengan Tiongkok serta 
diharapkan masyarakat dapat mengambil nilai-nilai dan peluang 
positif dari hal tersebut. 
E.   PENELITIAN TERDAHULU 
  Penelitian terdahulu dengan judul “Peran Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia (PITI) Jawa Timur dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk 
Mempererat Hubungan Bilateral dengan Pemerintah Indonesia” belum pernah 
dilakukan sebelumnya. Tetapi, penelitian bertema dakwah PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) di berbagai wilayah Indonesia telah banyak dilakukan. 
Terdapat pula penelitian yang fokus pada peran Masjid Cheng Ho  dalam 
hubungan Indonesia-Tiongkok tetapi tidak membahas peran PITI secara tuntas 
sejak putusnya hubungan diplomatik sampai normalisasi kembali. Selain itu, juga 
terdapat penelitian yang fokus pada peran NGO (Non-Governmental 
Organizations) di Tiongkok. Berikut ini adalah uraian penelitian yang pernah 
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 
Pertama, artikel dengan judul “Dinamika Gerakan Dakwah Persatuan 
Islam Tionghoa  Indonesia (PITI) Medan Sumatera Utara” yang ditulis oleh Abdi 
Sahrial Harahap. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Analytica Islamica, Vol. 1, 
No. 2, 2012: 215-241. Penelitian berjenis kualitatif ini membahas tentang 
bagaimana dinamika gerakan dakwah yang dilakukan oleh PITI di wilayah 
Medan, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini banyak memaparkan bagaimana 
aksi yang dilakukan oleh PITI untuk menyebarkan agama Islam di kalangan 



































Tionghoa muslim yang banyak dilakukan melalui cara pengajian bulanan di 
lingkungan rumah dan kalangan mereka sendiri seperti pengajian PITI Medan. 
Namun disisi itu, dakwah ini masih mendapat banyak tantangan salah satunya 
berasal dari muslim Tionghoa sendiri yang masih sering kembali melakukan 
kebiasan-kebiasaan lama dalam tradisi kepercayaan sebelumnya.  
Kedua, Skripsi dengan judul “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) 
Semarang 1986-2007” yang ditulis oleh Johan Wahyudi, mahasiswa Fakultas 
Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Sebenarnya dalam 
penelitian berjenis kualitatif ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini fokus pada bagaimana peran PITI dalam islamisasi etnis tionghoa di 
kota Semarang serta bagaimana strategi PITI kota Semarang dalam 
mengembangkan organisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
lebih menitik beratkkan pada strategi dakwah PITI secara lokal di Kota Semarang 
yang dilakukan dengan tiga cara yaitu tahap pengenalan agama pada orang 
tionghoa yang hendak masuk Islam, proses islamisasi dengan bekerjasama dengan 
beberapa departemen, serta bimbingan setelah menjadi muallaf.  
Ketiga, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Dakwah Organisasi Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Banyumas” yang ditulis oleh Zakiyatul Fahiroh 
mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. Sama seperti penelitian 
sebelumnya, bahwa penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana pelaksanaan 
dakwah yang dilakukan oleh PITI di Banyumas. 



































          Keempat, skripsi berjudul “Peran PITI (Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia) Terhadap Islamisasi di Indonesia” yang ditulis oleh Moh. Muhyidin, 
mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2017. Fokus penelitian dalam skrpsi ini adalah untuk 
menjawab dua rumusan masalah yaitu, apakah komunitas Tionghoa berpengaruh 
pada masa Islamisasi di Indonesia? dan Bagaimana bentuk-bentuk pengaruh PITI 
terhadap Muslim di Indonesia?. Hal ini dilakukan dengan cara melihat dari aspek 
sejarah hingga saat ini. Sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih 
berfokus ke arah strategi dakwah lokal, dalam skripsi ini lebih bersifat umum. 
Kelima,  artikel berjudul “Dakwah Islam di kalangan Etnis Tionghoa 
untuk Mengokohkan Integrasi Bangsa” yang ditulis oleh H. Budisetyagraha, 
diterbitkan oleh Junal Aplikasi llmu-ilmu Agama, Vol. 1, No. 1 Desember 
2000:19-27. Dalam penelitian berjenis kualitatif ini, meski masih dalam topik 
yang sama terkait dakwah PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). Namun, 
dalam penelitian ini lebih menitikberatkan peran PITI sebagai media untuk 
mempersatukan Tionghoa muslim dengan masyarakat lain sebagai pemersatu 
integrasi bangsa. 
    Keenam, buku dengan judul “Geliat Keberagaman Moderat Komunitas 
Muslim Tionghoa (Studi Kontribusi Pengkajian Islam Intensif dalam 
Keberagamaan Moderat Muslim Tionghoa Kota Makassar)”. Buku yang ditulis 
oleh Haniah dari UIN Alaudin Makasar berbicara tentang kemoderatan PITI 
(Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sehingga dapat diterima oleh masyarakat 
setempat. 



































Ketujuh,  artikel berjudul “The Role of Cheng Ho Mosque The New Silk 
Road, Indonesia-Tiongkok Relations in Islamic Cultural Identity” yang ditulis 
oleh Choirul Mahfud, Journal of Indonesia Islam Volume 08, Number 01, June 
2014. Penelitian berjenis kualitatif ini berfokus untuk melihat bagaimana peran 
atau kontribusi masjid Cheng Ho  yang berada di berbagai wilayah Indonesia 
untuk menguatkan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam penelitian ini 
banyak dipaparkan bagaimana secara sosial, budaya, pendidikan dan agama, 
masjid Cheng Ho telah berperan untuk menjadi jalur sutera baru bagi hubungan 
Indonesi-Tiongkok. Salah satu peran yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah 
dengan adanya pertukaran ulama untuk berbagi pengalaman dan saling mengerti 
tentang kebudayaan Indonesia-Tiongkok.  
Penelitian dengan judul “The Role of Cheng Ho Mosque The New Silk 
Road, Indonesia-Tiongkok Relations in Islamic Cultural Identity” tentu sangat 
berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Pertama, dilihat dari subjek 
penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Masjid Cheng Ho 
bukan PITI. Dari sisi waktu, penelitian ini tidak menjelaskan secara detail apakah 
jenisnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini bersifat 
longitudinal research yang akan membahas secara mendalam terkait peran PITI 
sejak putusnya hubungan diplomatik hingga pemerintah sekarang. 
Kedelapan, skripsi dengan judul “Dampak Sosial dan Budaya pada 
Perjanjian Strategic Partnership Agreement Indonesia-Tiongkok Terhadap 
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI ) Jawa Timur” yang ditulis oleh 
Lutfiya AL-Qarani yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada 



































tahun 2018. Penelitian dengan metode kualitatif-deskriptif ini meneliti tentang 
bagaimana Perjanjian Strategic Partnership Agreement Indonesia-Tiongkok 
berdampak bagi bagi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) JATIM dalam 
bidang sosial dan budaya. 
Kesembilan, selain penelitian-penelitian terkait PITI (Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia) yang telah peneliti uraikan diatas. Dalam penelitian 
terdahulu ini, peneliti juga menunjukkan penelitian terkait peran NGO di 
Tiongkok, di antaranya adalah  artikel berjudul “Running head: China NGOs The 
Role of NGOs in China”, yang ditulis oleh Clement Chu S. Lau, Quarterly Journal 
of Ideology Volume 31, 2009, 3 &42 meupakan peniitian yang berfokus untuk 
mengetahui bagaimana peran dan tantangan NGO (Non-Governmental 
Organizations) di dalam perkembangan Tiongkok. 
 Kesepuluh, artikel berjudul “China’s Emerging Civil Society” yang ditulis 
oleh Zhang Ye, Center for Northeast Asian Policy Studies, The Brookings 
Institution 2002-2003 and Country Director, The Asia Foundation, Beijing, June 
2003, membahas tentang bagaimana NGO (Non-Governmental Organizations) 
yang berasa dari Civil Society di negara Tiongkok telah mengalami kebangkitan. 
F. ANGGAPAN DASAR 
1. PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) 
 Keberadaan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sering kali 
diidentikan dengan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo. Sebanarnya antara 
keduanya memang memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam sejarah 
keberadaan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo tidak dapat dipisahkan dari 



































terbentuknya bangunan masjid Chenghoo. Masjid yang pertama kali di bangun 
pada 15 Oktober 2001 merupakan hasil dari gagasan HMY. Bambang Sujanto dan 
teman-teman dari PITI lainnya.22 HMY. Bambang Sujanto dalam struktur PITI 
masuk dalam struktur penasihat. Meski keduanya memiliki struktur yang berbeda, 
namun sebenarnya dapat dikatakan bahwa antara PITI dan Yayasan Haji 
Muhammad Cheng hoo memiliki kegiatan dan tujuan yang sama. Hal ini juga 
dipertegas oleh ketua PITI Jawa Timur bahwa PITI merupakan ibu dari Yayasan 
Cheng Hoo.23 Begitu juga diungkapkan oleh Bambang Sujanto bahwa PITI 
merupakan organisasinya sedangkan Yayasan Haji Muhammad Cheng hoo adalah 
yayasannya.24 
 Dalam uraian sejarah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang banyak 
dikenal dengan sebutan PITI sebenarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. 
Pada tahun 1931 Haji Yap Siong yang berasal dari kota Moyen, Tiongkok masuk 
Islam dan membentuk sebuah organisasi dakwah islam yang disebut dengan PIT 
(Persatuan Islam Tionghoa). Organisasi ini dibentuk di kota Deli Serdang, 
Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1953 dibentuk PTM (Persatuan Tionghoa 
Muslim) sebagai organisasi bagi orang-orang Tionghoa Islam di Jakarta yang 
diketuai oleh Kho Guan Tjin. Terbentuknya dua organisasi ini yang menjadi cikal 
bakal terbentuknya PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) pada 1954. Atas 
dasar bahwa dua organisasi ini baik PIT maupun PTM masih bersifat lokal 
                                                             
22 “Cheng Ho : Walisongo dan Muslim Tionghoa Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan 
Esok”, Komunita : Media Informasi & Komunikasi Pembina Iman Tauhid Islam d/h Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia edisi khusus No. 40- April 2008 
23 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 26 Maret 2019 
24 HMY. Bambang Sujanto, (Penasihat PITI Jawa Timur) dalam sebuah wawancara 
dengan penulis, 01 April 2019 



































sehingga tidak bisa mencakup seluruh muslim Tionghoa maka dua organisasi ini 
melebur menjadi satu nama yaitu PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). 
Namun, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1955, PITI akhirnya bubar akibat 
perbedaan pandangan terkait keikut sertaan PITI dalam politik.25Meski pada tahun 
tersebut PITI bubar tetapi dakwah orang-orang Tionghoa secara syiar tetap 
berjalan. Sehingga pada 14 April 1961 di Jakarta, PITI (Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia) kembali dibentuk dengan tujuan sebagaimana telah tertuang dalam 
misi PITI yaitu mempersatukan etnis Tionghoa dengan muslim Tionghoa, muslim 
Indonesia dengan muslim Tionghoa, dan Indonesia asli dengan etnis Tionghoa.26  
 Terjadinya peristiwa Gerakan 30 S PKI pada 30 September 1965 yang 
menyeret adanya Partai Komunis Indonesia menambah deretan dinamika 
perkembangan PITI di Indonesia. Pasca peristiwa tersebut, pemerintah melarang 
adanya simbol-simbol/identitas seperti istilah, bahasa dan budaya asing khususnya 
Tionghoa yang dianggap bersifat disosiatif (menghambat pembauran). Hal ini 
disebut dengan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa “nation and character 
building”.27 Selain itu juga dikeluarkan instruksi dari pemerintah (14 Desember 
1972) yang menekankan agar organisasi PITI tidak memiliki ciri etnis tertentu. 
Adanya hal tersebut pun mengakibatkan PITI harus mengganti namanya dari 
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia menjadi Pembinaan Iman Tauhid Islam pada 
                                                             
25 Khozyn Arief, Sejarah dan Perkembangan PITI Kiprah PITI di Gelanggang 
Nasional, Makalah dalam Seminar dan Musyawarah Wilayah PITI DIY, 1994, 1 
26 Junus Jahja Sang Pemula Karim Oei Nasionalis Indonesia, Muslim Taat dan 
Pengusaha Sukses, (Jakarta : Yayasan Haji Karim Oei, 2005), 3 
27 Abdul Karim, Mengabdi Agama Nusa dan Bangsa, (Jakarta : PT Gunung Agung , 
1982 ), 201 



































15 Desember 1972.28 Namun, seiring berjalannya waktu dan berakhirnya 
pemerintah Orde Baru, pada tahun 2000 nama PITI kembali menjadi Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia. PITI menyatakan bahwa keberadaannya bertujuan 
untuk berdakwah di kalangan Tionghoa, baik yang sudah menjadi muslim untuk 
ditingkatkan pengetahuan dan pengamalan Islamnya maupun belum menjadi 
muslim untuk diberi penjelasan serta pembinaanan tentang Islam sekaligus 
sebagai wadah bagi orang-orang Tionghoa Muslim.29 
 Meski PITI merupakan organisasi yang bergerak dalam dunia dakwah 
Islam bagi orang-orang Tionghoa, faktanya PITI juga mengintegrasikannya 
dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam AD/ART PITI tahun 
1980, disebutkan bahwa PITI selain berasaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah, juga 
berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai perwujudan atas 
keikutsertaannya menjadi warga negara Indonesia pada zaman Orde Baru yang 
mana menerapkan kebijakan bahwa segala organisasi masyarakat atau pun politik 
harus berdasar pada pancasila.30 Selain itu, PITI akan melakukan usaha-usaha 
sosial bagi kesejahteraan umum seperti Balai pengobatan Rumah Sakit dan usaha-
usaha lainnya yang dapat membantu anggota dan masyarakat umumnya.31 Hal 
demikian menunjukkan bahwa PITI tidak hanya bergerak sebagai organisasi islam 
tetapi juga ikut menjadi bagian untuk mencapai pembangunan nasional dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan sosial. 
                                                             
28 Khozyn Arief, “Sejarah dan Perkembangan PITI Kiprah PITI Di Gelanggang 
Nasional” op. cit   
29 AD/ART PITI , tahun 2012-2017, h. 5   
30Lihat dalam lampiran tentang Penjelasan UUD RI. No. 8 Tahun 1985, Mengenai 
Organisasi Kemasyarakatan   
31 Sebagaimana tentang usaha-usaha PITI dalam AD/ART PITI Pusat, tahun 2012-
2017 



































  Dengan adanya uraian tentang PITI di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa definisi yang sesuai terkait PITI adalah sebuah organisasi yang menjadi 
wadah dakwah Tionghoa muslim untuk menyebarkan Islam bagi masyarakat 
Tionghoa di Indonesia, namun tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia serta 
menjadi bagian bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan nasional. 
 PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sendiri memiliki berbagai 
cabang wilayah di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa Timur yang 
didirikan pada masa pertengahan orde baru yaitu 1988.32 PITI Jawa Timur sendiri 
memiliki 22 cabang DPD (Dewan Pimpinan Daerah) yang tersebar di berbagai 
daerah Jawa Timur, diantaranya yaitu Surabaya, Gresik, Tuban, Sidoarjo, 
Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Kediri, Malang Raya dan lain 
sebagiannya. Meski memiliki fungsi yang sama, tetapi DPD memiliki tugas 
masing-masing dan aktivitas yang berbeda sesuai dengan masing-masing wilayah. 
Namun, DPD PITI di masing-masing wilayah tetap berada di bawah arahan 
DPW.33 Maka dapat dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh cabang 
daerah tetap berkoordinasi dengan DPW yaitu PITI Jawa Timur. Menurut, Nurawi 
PITI Jawa Timur memiliki perbedaan visi dengan PITI Pusat yang mana PITI 
Jawa Timur tidak berpolitik praktis.34 PITI DI Jawa Timur juga dianggap sebagai 
PITI yang memiliki eksistensi tinggi dibanding dengan PITI di kota-kota lain. Hal ini 
nampak dengan kehadiran PITI Jawa Timur sebagai penggagas masjid Cheng Hoo di 
                                                             
32 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 05 Oktober 2018 
33 Lutfiya AL-Qarani, “Dampak Sosial dan Budaya pada Perjanjian Strategic 
Partnership Agreement Indonesia-Tiongkok Terhadap Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 
(PITI ) Jawa Timur”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) 
34 H. Abdullah Nurawi (Ketua Umum  Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo) dalam 
diskusi dengan penulis, 07 Agustus 2019 



































Indonesia. Weng mengatakan bahwa masjid-masjid bergaya Tiongkok di Indonesia telah 
menjadi fenomena dan tren baru untuk menegosiasikan identitas Muslim tionghoa di 
Indonesia.35 Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti menggunakan PITI 
(Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Jawa Timur untuk menjadi fokus 
penelitian. 
Pemerintah Tiongkok yang dalam hal ini diwakili oleh konjen Tiongkok di 
Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hubungan atau kedekatan khusus yang 
dimiliki oleh pemerintah Tiongkok dengan PITI karena pemerintah Tiongkok 
menganggap bahwa PITI sama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti NU 
dan Muhammadiyah.36 Namun, dari beberapa data yang peneliti temukan 
menunjukkan bahwa posisi PITI tidak sama dengan keberadaan NU dan 
Muhammadiyah seperti yang disampaikan oleh pihak konjen Tiongkok.  
Petama, konferensi pers yang diadakan di PWNU untuk menanggapi isu 
uighur tahun ini, posisi PITI adalah menjadi media antara PWNU dan pemerintah 
Tiongkok untuk menjelaskan isu Uighur. Hal ini seperti halnya dikatakan oleh 
ketua PITI bahwa PITI Jatim telah menjadi media untuk membahas isu Uighur 
antara pemerintah Tiongkok dan PWNU.37 Seharusnya jika posisi PITI sama 
dengan posisi NU dan Muhammadiyah, PITI bukan menjadi sebuah media 
penghubung melainkan sebagai pihak yang membutuhkan penjelasan seperti 
                                                             
35 Hew Wai Weng. “Cosmopolitan Islam and Inclusive Chineseness: Chinese-style 
Mosques in Indonesia,” in Chiara Formichi (ed.), “Religious Pluralism, State and Society in 
Asia” (London and New York: Routledge, 2013) dalam Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho 
Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal 
of Indonesia Islam Volume 08, Number 01, June 2014 
36 Xu Lian(Staf Konsulat Jendral Tiongkok Surabaya) dalam sebuah diskusi dengan 
peneliti, Februari 2019 
37 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 26 Maret 2019 op. cit 



































posisi NU dan Muhammadiyah atas isu Uighur. Dengan melihat kasus ini 
menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok melihat PITI sebagai organisasi 
masyarakat dengan posisi yang strategis yang dapat menjembatani antara 
pemerintah Tiongkok dengan pihak-pihak yang ada di Indonesia. Kedua, peneliti 
juga menemukan bahwa dalam pembentukan pusat studi Indonesia-Tiongkok di 
UIN Sunan Ampel, PITI telah menjadi media perantara kerjasama antara pihak 
kampus dan Konjen Tiongkok di Surabaya.38 Pembentukan Pusat Studi Indonesia 
Tiongkok ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah Tiongkok. 
Dengan adanya pembentukan pusat studi tersebut, maka dapat berguna menjadi 
sarana belajar para tentang hubungan Indonesia-Tiongkok dan juga 
kebudayaannya sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Melalui 
pusat studi juga maka dapat digunakan sebagai media dari diplomasi publik 
pemerintah Tiongkok di Indonesia. Dengan adanya peran PITI dalam 
pembentukan Pusat Studi tersebut menunjukkan bahwa PITI memiliki 
kemampuan lebih dalam menghubungkan pihak-pihak di Indonesia dengan 
pemerintah Tiongkok yang dapat dikatakan bahwa PITI dipercaya serta diakui 
keberadaannya oleh pemerintah Tiongkok.  
Melihat adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa PITI memiliki posisi 
yang sangat strategis dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Sehingga 
memungkinkan bagi PITI untuk melakukan diplomasi publik yang akan 
berdampak bagi hubungan antara kedua negara tersebut.  
 
                                                             
38 Ridha Amaliyah (Ketua Pusat Studi Indonesia Tiongkok UIN Sunan Ampel 
Surabaya), dalam sebuah diskusi dengan peneliti, 22 Maret 2019 



































2. Pemerintah Tiongkok 
Sebelum dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok (People's Republic of 
Tiongkok), pemerintah Tiongkok memiliki sejarah yang sangat panjang. Dalam 
sejarah politik Tiongkok terdapat tiga revolusi perombakan sistem politik secara 
kekerasan sejak tahun 1911 sampai tahun 1949.39 Pertama, terjadi pergantian 
sistem kekaisaran menjadi sistem pemerintahan republik pada tahun 1911. Kedua, 
revolusi terjadi 1928 pada masa permulaan pemerintahan Republik Tiongkok 
dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat, pemerintahan 
“panglima perang” (warlord) telah digantikan dengan pembentukan penguasa 
baru oleh Kuomintang (KMT). Ketiga, berdirinya Republik Rakyat Tiongkok 
dibawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949.  
Revolusi politik ketiga dalam sejarah perpolitikan Tiongkok ini 
merupakan hasil dari perang saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok 
dan Partai Nasionalis Kuomintang yang terjadi pada tahun 1946 dan berakhir 
dengan kemenangan partai komunis dan didirikannya Republik Rakyat Tiongkok 
sebagai sebuah negara komunis pada 1 Oktober 1949.40 Sehingga, sejak saat itu 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu 
Partai Komunis Tiongkok (PKT).41 Kawasan pemerintahan RRT ini tidak 
termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong, Makau dan Taiwan (Negara-
                                                             
39 James R, Townsend, “Sistem Politik Tiongkok”, dalam Mohtar Mas‟oed dan Colin 
MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, 
173 
40 Joseph Smith and Davis, Simon. [2005] (2005). The A to Z of the Cold War. Issue 
28 of Historical dictionaries of war, revolution, and civil unrest. Volume 8 of A to Z guides. 
Scarecrow Press publisher. ISBN 0-8108-5384-1, 9780810853843 
41 Walton, Greg (2001). "Executive Summary". Tiongkok's golden shield: Corporations 
and the development of surveillance technology in the People's Republic of Tiongkok. Rights & 
Democracy. hlm. 5 



































negara yang sering di identikan dengan Tiongkok), yang mana RRT sendiri 
disebut sebagai Tanah Daratan. 
Dalam konstitusi Tiongkok disebutkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok 
adalah negara sosialis di bawah kediktatoran demokratik rakyat yang dipimpin 
oleh kelas buruh dan berdasarkan aliansi buruh dan tani. Sistem sosialis sendiri 
adalah sistem dasar Republik Rakyat Tiongkok. Sabotase sistem sosialis oleh 
organisasi atau individu mana pun dilarang.42 Negara ini beribu kota di Beijing. 
Lambang Bendera Nasional RRT memiliki makna sendiri-sendiri. Warna Merah 
bendera RRT melambangkan revolusi komunis dan warna tradisional masyarakat. 
Sedangkan kelas buruh juga menjadi salah satu makna dalam bendera Tiongkok 
yang dilambangkan dengan empat bintang kecil berwarna kuning di bagian pojok 
atas, yaitu terdiri atas kelas tani, kelas borjuis kecil, kelas borjuis nasional serta 
kepemimpinan Partai Komunis  yang dilambangkan dengan sebuah bintang besar 
berwarna kuning yang dilingkari empat bintang kecil tersebut yang terletak diatas. 
Selain itu, kelima bintang bersama-sama mencerminkan pentingnya posisi nomor 
lima dalam pemikiran dan sejarah Tiongkok.43  
 Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi 
pemerintah Tiongkok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemerintah 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok 
di luar pemerintahan Taiwan, Hongkong dan Makau. Sehingga dalam penelitian 
                                                             
42 People's Daily Online,“Constitution of The People’s Republic of Tiongkok,Adopted 
on December 41982 
43 Worldatlas,”China Flag”,  diakses 22 April 2019, 
https://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/asia/china.htm 



































ini akan dibahas bagaimana strategi pemerintah Tiongkok untuk mempererat 
hubungannya dengan Indonesia sejak masa orde baru hingga reformasi. 
3. BATASAN MASALAH 
 Penelitian yang berjudul “Peran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia 
(PITI) Jawa Timur dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk Mempererat 
Hubungan Bilateral dengan Pemerintah Indonesia” memiliki batasan waktu, yaitu 
peneliti hanya akan mengkhususkan pembahasan untuk melihat bagaimana peran 
PITI Jawa Timur di era orde baru-reformasi. Hal ini dilakukan agar penelitian 
lebih bersifat spesifik. 
4. ARGUMENTASI UTAMA 
Penelitian ini memiliki argumentasi utama bahwa terdapat peran-peran 
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur yang berkontribusi bagi 
upaya pemerintah Tiongkok untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Hal 
ini dilakukan dengan cara peran PITI Jawa Timur dalam aspek sosial, agama, 
budaya serta menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok dengan pihak-pihak di 
Indonesia. 
5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul Peran Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia (PITI) dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk Mempererat 
Hubungan bilateral dengan Pemerintah Indonesia akan disusun menjadi lima bab. 
Berikut ini adalah uraian sistematika pembahasan pada tiap bab :  
Pada bab I pendahuluan, akan terdiri atas beberapa bagian di dalamnya. Di 
bagian awal pendahuluan peneliti akan menguraikan latar belakang diangkatnya 



































topik masalah dalam penelitian ini, yang terdiri atas penyajian data hasil pre-riset 
oleh peneliti yang saling terhubung dan membentuk sebuah rumusan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini. Di bagian kedua dalam bab pendahuluan juga 
tersaji rumusan masalah yang hendak menjadi acuan dan fokus penelitian bagi 
bagi peneliti yang akan di jawab melalui data-data yang ditemukan serta hasil 
analisa peneliti. Selain itu dibagian selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai 
tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian sendiri disesuaikan 
dengan fokus rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan manfaat 
penelitian akan diuraikan atas manfaat akademis dan praktis yang dapat diperoleh 
dari adanya penelitian ini. Selanjutnya adalah anggapan dasar, yang mana bagian 
ini akan menjelaskan masing-masing definisi dari setiap variabel dalam rumusan 
masalah penelitian dengan tujuan untuk menyamakan pengertian. Selain itu, 
terdapat pula pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan atau 
sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adanya uraian 
penelitian terdahulu merupakan bagian yang sangat penting guna menunjukkan 
persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti 
dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga penting untuk 
menunjukkan orsinilitas dari penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan 
sistematika penulisan sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti untuk menulis 
hasil dari penelitian secara runtut dan sistematis.  
Pada bab II merupakan landasan konseptual. Bab ini berisikkan mengenai 
landasan konseptual yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat 
atau menganalisa fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data-data yang 



































ditemukan. Konsep yang digunakan oleh peneliti adalah diplomasi publik dan 
multi track diplomacy.  
          Pada bab III metodologi penelitian, peneliti akan menguraikan metodologi 
yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini menyakup 
beberapa aspek di antaranya adalah metode pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa 
data, hingga alur penelitian atau logika penelitian.  
Di bab IV penyajian dan analisa data, akan disajikan data-data yang telah 
peneliti temukan selama melakukan penelitian berlangsung. Data yang di 
paparkan dalam bagian ini dapat berupa data primer dan data sekunder yang dapat 
mendukung penelitian. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan dari proses 
penelitian mulai dari tahap penelitian sampai dengan tahap setelah pengumpulan 
data. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dijelaskan hasil dari penelitian secara 
runtut sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian Strategi 
Pemerintah Tiongkok dengan melalui PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) 
Jawa Timur untuk Mempererat Hubungan Indonesia-Tiongkok.  
Setelah itu juga terdapat analisa penelitian dengan menggunakan konsep 
yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini, yang mana data-data yang ada 
akan dianalisa menggunakan konsep diplomasi publik dan diplomasi multi-track. 
Dengan adanya analisa ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang 
menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 
Pada bab V penutup, peneliti menyajikan kesimpulan atas hasil yang 
diperoleh dari penelitian. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga akan memberikan 



































saran terhadap beberapa pihak terkait dalam fokus kajian penelitian ini serta bagi 
























































A. Konsep Strategi 
Dalam ilmu hubungan internasional, menurut realisme, strategi atau segala 
tindakanan/aksi yang dilakukan oleh suatu negara dilakukan berdasarkan adanya 
kepentingan tertentu. Menurut Morgenthau, perilaku suatu negara merupakan 
sebuah struggle of power atau usaha untuk mendapatkan kekuatan, yang mana 
dalam pandangan realisme kekuatan/power ini bisa diartikan sebagai sebuah 
kepentingan nasional.44 
Joseph S. Nye Junior telah memperkenalkan dua bentuk power / kekuatan. 
Pertama adalah hardpower merupakan bentuk dari penggunaan paksaan (coercive) 
maupun hadiah (reward).45 Hardpower ini dilakukan suatu negara dengan 
tindakan kekerasan seperti militer. Kedua, yaitu softpower, merupakan cara yang 
digunakan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara yang lebih 
bersifat persuasif melalui acara-cara non-militer dan lebih menekankan melalui  
kecerdasan emosional, seperti mempengaruhi negara lain dengan cara ideologi 
yang visioner hingga dengan cara melalui kebudayaan.46 Kedua nya merupakan 
jenis strategi yang dapat digunakan oleh suatu negara dalam menjalin 
hubungannya dengan negara lain. 
                                                             
44 Hans J Morgenthau, Politic Among Nations :  The Struggle for Power and Peace, 
(New York : A.A. Knopf, 1948) 
45 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public 
Affairs, 2004). 
46 Joseph S. Nye. 2008. “Public Diplomacy and Soft Power.” The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science 616 (1) (March 1): 94–109. 
doi:10.1177/0002716207311699. http://dx.doi.org/10.1177/0002716207311699. 



































Dalam penelitian ini, strategi yang menjadi pembahasan khusus oleh 
peneliti adalah strategi untuk memperoleh kepentingan nasional melalui strategi 
soft power. Dengan konteks hubungan Indonesia dan Tiongkok, yang mana 
pemerintah Tiongkok dalam menjalin hubungannya dengan pemerintah Indonesia 
tentu memiliki strategi tertentu untuk mencapai kepentingannya di Indonesia. 
Salah satu jenis soft power adalah diplomasi publik, yang mana dengan 
berkembangnya ilmu hubungan internasional mengatakan bahwa diplomasi tidak 
hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja melainkan juga non-pemeintah. 
Sesuai dengan konteks penelitian ini yang akan membahas tentang peran PITI 
dalam diplomasi publik kepada masyarakat Indonesia yang dapat berkontribusi 
bagi pemerintah Tiongkok. 
B. Multi-Track Diplomacy  
Dalam pendekatan tradisional, secara definisi diplomasi diartikan sebagai 
suatu seni dalam bernegosiasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara 
lain.47 Namun, menurut para ahli diplomasi beraih bersifat menjadi luas seiring 
dengan perkembangan nya. Sebagaimana aktor non-negara juga dianggap menjadi 
bagian dari aktor dalam hubungan internasional.48 Hal demikian sejalan dengan 
adanya konsep multi-track diplomacy yang menurut Diamond dan McDonald, 
dapat diartikan sebagai diplomasi yang bertujuan untuk mencapai suatu 
perdamaian dengan cara soft power yang dilakukan dengan memaduhkan 
                                                             
47 Roy, S.L. Diplomasi. (Jakarta: PT. Grafindo Raja Perkasa, 1995) 
48 Barston, R.P, 1997, Modern Diplomacy, Pearson Education, England, h. 1 



































beberapa jalur seperti pemerintah, kelompok dan individu.49 Sehingga dapat 
diartikan bahwa diplomasi menurut konsep multi-track tidak hanya dapat 
dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga non-pemerintah. 
Selain itu, Diplomasi multi-track merupakan kerangka proses manifestasi 
perdamaian internasional dan sebagai refleksi dari berbagai kegiatan yang 
dilakukan untuk berkontribusi dalam proses perdamaian dan penciptaan 
perdamaian dalam lingkup internasional. Semua komponen terkait satu sama lain 
seperti model sarang laba-laba, mulai dari kegiatan, lembaga individu dan 
komunitas yang perlu bekerja dengan satu sama lain untuk mencapai dunia yang 
damai. Diplomasi multi-jalur digunakan karena pemerintah dianggap tidak dapat 
menangani kompleksitas masalah dalam semua aspek. Sehingga dibutuhkan peran 
aktor selain pemerintah untuk ikut serta dalam proses diplomasi. Setiap jalur yang 
terkait dengan tujuan perdamaian dan ketakutan dapat digunakan secara efektif 
dalam menghadapi masalah. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:50 
 
                                              Bagan. 1 Model Aktor Multi-Track Diplomacy 
                                                             
49 Diamond and McDonald (1991) dalam Sartika Soesilowati. ““Diplomasi Soft Power 
Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.” Jurnal Global dan Strategis, Th.9,No.2, 
Juni-Desember 2015 
50 Diamond, Louise and Mc.Donald, John (1996) Muti-track diplomacy: A system 
Approach to Peace-3rd ed. New York: Kumarian Press 



































Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diperoleh sembilan track/jalur 
yang dapat dilalui untuk melakukan proses diplomasi. Track 1 ialah diplomasi 
yang  dikenal dengan diplomasi tradisional yang mana diplomasi ini dilaksanakan 
oleh negara atau diplomasi resmi pada umumnya. Dalam track ini, pembuatan 
kebijakan peacemaking dan pembangunan perdamaian dilakukan melalui 
instrumen diplomasi yang dilaksanakan melalui aspek-aspek pemerintahan.51 
Dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara serta meningkatkan 
intensifikasi hubungan antar negara, track ini menggunakan diplomasi yang 
berbasis state-to-state sebagai dasar alat diplomasinya.52  
Track 2 merupakan jalur diplomasi yang berbeda dengan track 1. 
Diplomasi ini dilaksanakan oleh aktor non-negara, baik oleh organisasi maupun 
individu profesional, untuk mencapai resolusi konflik. Dalam track ini, usaha 
menganalisis, mencegah, memecahkan, serta mengelola konflik-konflik 
internasional dilakukan oleh aktor-aktor non-negara yang profesional.53 Dalam 
diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-state tidak berarti menggantikan 
diplomasi state-to-state, melainkan membantu membangun jalan bagi komunikasi 
dan negosiasi yang dilakukan oleh track 1 yaitu pemerintah,54 yang mana track 2 
                                                             
51 John W. McDonald, “The Multi-track System”, Journal of onflictology. Vol. 3, Issue 2, 
67-68 
52 Jeffrey. t.t. Mapendere, “Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity 
of Tracks” , Web UN, diakses 06 Maret 2019, 
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Ma
pendere.pdf   
53 John W. McDonald,  2012, op. cit  
54 Karolina Kupinska, “Contemporary Multi Track Diplomacy across the Taiwan 
Strait”, (Tesis Magister. Taipei: Graduate School of International Affairs, Ming Chuan 
University, 2010) 



































ini dianggap sebagai perpanjangan dari diplomasi track 1 atau pemerintah.55 
Namun aktor non-negara dalam track 2 ini tidak terikat oleh kekuatan politik 
maupun konstitusi sehingga tidak mempengaruhi sudut pandang mereka. Begitu 
juga track 2 ini tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri 
yang dijalankan pemerintah.56  
Track 3 adalah diplomasi yang dilakukan melalui kegiatan komersial.57 
Track ini melakukan perannya bagi pembangunan perdamaian antar negara 
melalui ketentuan-ketentuan ekonomi, hubungan dagang yang bersahabat, serta 
kerja sama yang mutual melalui lingkup bisnis. Arah kebijakan luar negeri 
dipengaruhi oleh dinamika kegiatan komersial yang juga berdampak pada 
perekonomian negara. Melalui uang, sumber daya, dan tenaga kerja, para pelaku 
bisnis tidak berperan dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara. 
Sehingga, negosiasi bisnis ini dapat dijuruskan sebagai negosiasi damai secara de 
facto.58 
Track 4 adalah  diplomasi yang dilakukan melalui keterlibatan personal 
warga negara.59 Track ini disebut sebagai diplomasi yang sangat bersifat 
grassroots karena di dalam proses diplomasinya telah melibatkan aksi lokal.60 
Diplomasi ini dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok masyarakat 
yang dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas damai melalui beberapa hal seperti 
                                                             
55 Daniel Wehrenfennig, “Multi-Track Diplomacy and Human Security”. Human 
Security Journal, Vol. 7, pp. 80-86 
56 Jeffrey. t.t. Mapendere, “Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity 
of Tracks” , Op. cit 
57 McDonald  Op. cit 
58 Kupinska Op. cit 
59 McDonald Op. cit 
60 Kupinska, Op. cit 



































program pertukaran, organisasi swadaya sukarela, dan kelompok kepentingan 
khusus.61 
Track 5 adalah diplomasi yang dilaksanakan melalui riset, pelatihan, dan 
pendidikan. Riset dapat dihubungkan pada program-program perguruan tinggi, 
pertukaran pemikiran; pusat riset khusus; pelatihan ketrampilan praktisioner 
seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, dan fasilitasi pihak ketiga; serta 
pendidikan sejak dini hingga perguruan tinggi yang menyajikan studi-studi kros-
kultur, perdamaian, tatanan dunia, serta analisis konflik.62 Dalam diplomasi track 
5 ini, pendidikan dianggap  dapat  mempromosikan pemahaman bersama karena 
pendidikan dianggap sebagai bentuk pertukaran pemikiran yang netral dari 
pengaruh politik dan dapat saling menguntungkan kedua pihak.63  
Track 6 merupakan diplomasi yang dilakukan melalui advokasi para 
aktivis. Diplomasi dan pencapaian perdamaian oleh aktivis ini dilakukan dalam 
berbagai isu-isu khusus seperti sosial, hak asasi manusia, keadilan ekonomi, 
pelucutan senjata, dan kelompok-kelompok kepentingan yang menyangkut 
kebijakan pemerintah yang spesifik.64 Track 6 ini telah banyak bermunculan di era 
sekarang. Biasanya beberapa orang muncul sebagai aktivis tertentu dan 
melakukan peranannya untuk mencapai 
Track 7 merupakan diplomasi yang berbasis pada komunitas agama. 
Komunitas agama ini dipandang sebagai pihak yang bertindak melalui keyakinan, 
                                                             
61 McDonald op. cit 
62 McDonald Op. Cit 
63 Kupinska Op. Cit 
64 McDonald Op. Cit 



































didasari moral, berorientasi damai, dan bersifat melindungi.65 Aktor dalam 
diplomasi ini melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan keyakinan mereka 
dan nilai-nila universal kemanusiaan yang mereka miliki. Dengan nilai-nilai 
kebaikan ini mereka berperan dan berdiplomasi dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan atau konflik.  
Track 8 adalah diplomasi yang dilakukan melalui track lain atau aktor-
aktor lain dibantu dengan pendanaan, baik berupa pemberian sumber daya 
maupun aktivitas filantropi. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam aktivitas-
aktivitas peacemaking yang dilaksanakan berbagai track lain.66 Jadi, aktor dalam 
jalur 8 ini adalah pihak yang memberikan bantuan terhadap aktivitas diplomasi. 
Track 9 menerangkan bahwa diplomasi juga dilaksanakan melalui 
persebaran informasi dan jalinan komunikasi.67 Tugas utama dari teknologi 
informasi dan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai 
perdamaian, resolusi konflik, dan hubungan internasional kepada masyarakat. 
Dalam track ini, opini publik dibentuk dan disuarakan melalui media cetak dan 
media elektronik. Meskipun di satu sisi track ini membantu mengomunikasikan 
transparasi pemerintah, namun bisa juga terjadi media spin yang membelokkan 
fakta bagi kepentingan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memungkinkan 
persebaran informasi yang sangat luas dan tidak dapat dikendalikan.68 Melihat 
pada hal ini, dapat dikatakan bahwa media memiliki kekuatan yang besar dalam 
hal persuasif atau mempengaruhi opini masyarakat.  
                                                             
65 McDonald Op. Cit 
66 McDonald  Op. Cit 
67 McDonald  Op. Cit 
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Dengan adanya pemaparan tentang masing-masing track/jalur dalam 
konsep multi track diplomacy, maka dapat dirangkum 9 track di antaranya adalah 
pemerintah, non-pemerintah, Pebisnis, Masyarakat khusus, peneliti, aktivis, 
komunitas agama, pemodal dan media masa. Adanya jalur-jalur tersebut 
memperlihatkan variasi aktor dalam hubungan internasional yang dapat ikut serta 
mempengaruhi proses diplomasi. 
Salah satu dari jalur dalam konsep multi-track diplomacy adalah jalur non-
pemerintah yang dapat dilakukan oleh track 2 yaitu Non-Governmental 
Organizations (NGO). Mengutip definisi non-governmental organization (NGO) 
berdasarkan United Nation menerangkan bahwa “A non-governmental 
organization (NGO) is any non-profit, voluntary citizens' group which is 
organized on a local, national or international level.”69 Berdasarkan definisi ini 
maka dapat dikatakan bahwa NGO merupakan sebuah organisasi nirlaba atau 
sukarela, baik dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. NGO di bentuk 
terlepas dari kontrol pemerintah atau bertindak sebagai partai politik, perusahaan, 
organisasi kriminal atau gerilyawan. Organisasi ini tidak bergantung pada 
siapapun dan berdiri Independen.70  
Dalam konteks penelitian ini, PITI dapat dikatagorikan sebagai Non-
Governmental Organization (NGO) yang ada di Indonesia. Melihat, PITI dibentuk 
secara suka rela oleh sekelompok orang dengan tujuan seperti yang ada di 
AD/ART nya. PITI secara sah berdiri di lembaran negara dan bukan merupakan 
                                                             
69 Web Resmi United Nation, Definition Of NGOs, diakses pada 23 Juni 2019, 
http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html 
70 Peter Willetts, What is a Non-Governmental Organization?. Human Rights NGO 
Capacity-Building Programme – Iraq 



































partai politik serta berdiri secara independen.  PITI dianggap berperan menjadi 
NGO yang berperan dalam diplomasi publik untuk membantu track 1 yaitu 
pemerintah Tiongkok. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua PITI Jawa Timur 
bahwa keberadaan PITI dianggap berperan untuk melakukan pendekatan terhadap 
orang-orang Indonesia yang mayoritas Islam. Bahkan pemerintah Tiongkok 
memfasilitasi berbagai kegiatan PITI seperti kegiatan anjangsana ke Tiongkok dan 
kunjungan ke masjid-masjid tua di Tiongkok.71 Hal ini menunjukkan bahwa PITI 
meski sebagai organisasi non-poitik tetap memiliki hubungan atau keterkaitan 
dengan pemerintah Tiongkok dalam proses melakukan diplomasi terhadap 
indonesia. Sehingga melalui penjelasan ini terdapat asumsi bahwa pemerintah 
Tiongkok telah melibatkan PITI dalam strategi untuk mempererat hubungannya 
dengan pemerintah Indonesia melalu peran PITI sebagai jembatan hubungan 
antara Indonesia dan Tiongkok. 
C. Diplomasi Publik 
Diplomasi memiliki banyak definisi, salah satunya diplomasi dapat 
diartikan menjadi suatu usaha negara terhadap negara lain untuk mempengaruhi 
baik opini pemerintah maupun publik dengan tujuan mencapai kepentingan 
nasionalnya.72 Pengertian diplomasi ini juga sejalan dengan konsep diplomasi 
publik menurut Hans Tuch yang mendefinisikannya sebagai proses berkomunikasi 
yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dengan masyarakat asing dalam upaya 
mewujudkan pemahaman atas gagasan dan cita-cita negaranya, institusi-
                                                             
71 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 05 Oktober 2018 
72 Jarol B Manheim, Strategic Public Diplomacy : The Evaluation of Influence, (Press, 
New York : Oxford University, 1990),  4 



































institusinya dan budaya, serta kebijakan dan tujuan nasional.73 Diplomasi ini 
dilakukan menurut Jan Mellisen sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau 
organisasi lain di luar negaranya agar dapat merubah cara pandang mereka 
terhadap negara tersebut melalui cara yang positif.74 Bahkan menurut Nye, 
diplomasi publik adalah alat utama dalam mempromosikan soft power suatu 
negara75. 
Menurut Joseph Nye Jr. dalam karya monumentalnya "Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power" tahun 1990 mendefinisikan soft power 
sebagai kemampuan dalam mendapatkan kepentingan seseorang melalui cara-cara 
persuasi atau memikat dan mengajak daripada melakukan sebuah tindakan 
paksaan. Daya tarik yang dimaksud mencakup hampir semua hal selain kekuatan 
ekonomi dan militer.76 
 Berdasarkan pemaparan di atas, diplomasi publik merupakan pendekatan 
soft power yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, seperti dialog 
dan lain sebagainya. Sehingga, organisasi non-pemerintah seperti PITI (Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia) memiliki peran yang besar dalam hubungan antara 
Indonesia-Tiongkok dari segi people to people. Hal tersebut dikarenakan PITI 
secara etnis akan selalu dianggap sebagai representasi dari negara Tiongkok. 
                                                             
73 Wang, J. (2006) Public Diplomacy and Global Business. The Journal of Business 
Strategy 27 (3), 
[Diakses 22 Januari 2008], p. 49-58. http://proquest.umi.com/ dalam Citra Hennida. 
Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. Departemen Hubungan Internasional, FISIP, 
Universitaas Airlangga, Surabaya. H. 2 
74 Melissen, J. (2006) Public Diplomacy Between Theory and Practice. In: J. Noya 
(ed). The Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective . (California: Rand 
Corporation: 43). Dalam Citra Hennida. Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. 
Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitaas Airlangga, Surabaya. H. 2 
75  Joseph Nye Jr. Public Diplomacy and Soft Power. 2008 
76 Joseph Nye Jr, Soft Power: The Means to Success in World Politics. (New York: 
Public Affairs, 2004).7  



































Sehingga, sikap atau tingkah laku yang dilakukan oleh PITI menjadi sebuah 
























































A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti penggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-
deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki data-data 
bukan angka namun berupa kata/ kalimat maupun gambar yang diperoleh dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data dalam penelitian 
kualitatif ini bisa berupa dalam beberapa bentuk seperti memo, catatan lapangan, 
video, dokumen pribadi, naskah wawancara, foto atau dokumentasi resmi 
lainnya.77 Desain deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena untuk 
mempermudah proses analisa terhadap fenomena dalam penelitian ini dengan cara 
pemaparan data-data yang ditemukan oleh peneliti. 
Untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu, dalam 
penelitian kualitatif pola pikir induktif menjadi gambaran bagi rangkaian proses 
penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Cara berfikir dalam rangka 
menarik kesimpulan dari sesuatu yang berfikir khusus kepada yang sifatnya 
umum ini disebut dengan pola berfikir induktif.78 Pendekatan kualitatif-deskriptif 
ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dari permasalahan 
dalam penelitian ini dengan cara memfokuskan pada proses dan pencarian makna 
dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi 
yang dikaji lebih bersifat komperhensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.  
 
                                                             
77 Laxi Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rosda Karya, 1994), 56 
78 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Terjemahan. (Jakarta: 
Pustaka Pelajar, 2015),61 



































B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor PITI (Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia) Jawa Timur dan Konsulat Jendral Tiongkok di Kota Surabaya. 
Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada kisaran bulan Oktober 2018 
sampai bulan Agustus tahun 2019. 
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa 
Subjek dalam penelitian yang berjudul “Peran Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia (PITI) Jawa Timur dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk 
Mempererat Hubungan dengan Pemerintah Indonesia” adalah PITI. Sehingga 
tingkat analisanya adalah kelompok. 
D.  TAHAP-TAHAP PENELITIAN 
1.  Tahap Persiapan  
Tahap pertama dalam penelitian ini adalah tahap persiapan yang diawali 
dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini akan dijadikan topik 
penelitian. Setelah itu pertanyaan masalah dituangkan dalam permulaan bab 
laporan penelitian. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan konsep yang 
digunakan dalam penelitian.  
      2. Tahap Pelaksanaan  
Pada tahap ini merupakan inti penelitian dimana akan dilakukan 
pengambilan data dengan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan 
dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel, berita online atau offline yang berkaitan 
dengan topik yang diteliti, serta hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait 
dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.  



































3. Tahap Analisis Data  
  Pada tahap analisa data ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dari 
Miles dan Huberman yakni dengan melewati berbagai tahapan analisis data 
seperti : reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
kesimpulan (conclusion drawing/verification).79  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang hendak 
peneliti gunakan, yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Dua teknik ini 
digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data primer dan sekunder yang 
akan menjadi bahan dalam penelitian ini.  
Dokumentasi adalah salah satu metode dalam penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait topik 
penelitian melalui berbagai dokumen seperti laporan keuangan, hasil karya 
seseorang, foto-foto, hasil penelitian, buku harian, undang-undang dan 
sebagainya.80 Melalui metode dokumentasi akan membantu peneliti untuk 
memperoleh data-data sekunder sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan 
penelitian.  
Selain metode pengumpulan data dokumentasi, penelitian ini juga 
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, yang adalah 
pengajuan pertanyaan secara lisan kepada seorang informan atau responden.81 
Sehingga melalui teknik wawancara ini, peneliti akan memperoleh data-data 
                                                             
 79 Miles dan Huberman dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, 
Bandung, 2008, hlm. 32   
80 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data 
Sekunder,(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), 85 
81 Ibid 87 



































primer yang diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang bersangkutan. 
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara jenis snowball 
yaitu peneliti menentukan nara sumber kunci terkait topik penelitian. Maka 
peneliti akan meminta nama-nama narasumber lain dari nara sumber kunci 
tersebut untuk diwawancarai.82 
 Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada H. Haryanto 
Satryo sebagai Ketua DPW PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Jawa 
Timur sebagai narasumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta 
memperoleh informasi terkait narasumber lain yang relevan dengan topik ini. 
F. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dari Miles dan Huberman 
yang meliputi tahapan-tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Menurut Miles dan 
Huberman, melalui catatan-catatan lapangan dapat dilakukan proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 
mentah  yang disebut dengan  reduksi data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan 
pengelompokkan data berdasarkan topik permasalahan penelitian. Peneliti juga 
melakukan tahapan reduksi data, dimana data dipilah-pilah berdasarkan 
permasalahan dalam penelitian ini.83  
Selanjutnya dalam proses analisa ini, peneliti melakukan model data (data 
display) yang merupakan tahap untuk menyajikan informasi yang memungkinkan 
untuk melakukan penarikan kesimpulan, pengambilan tindakan dan menganalisis 
                                                             
82 Joko Subagyo, P. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,(Jakarta : Rineka 
Cipta, 2006), 31 
83 Miles dan Huberman, op. cit 



































berdasarkan data yang diuraikan. Dalam penelitian kualitatif sendiri, penyajian 
data dilakukan dengan cara menguraikannya melalui teks yang bersifat naratif. 
Hasil data harus display secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, 
fokus, tema yang hendak difahami pokok persoalannya.84 
Setelah melakukan tahap model data (display data), tahap selanjutnya 
adalah penarikan dan pemberian kesimpulan (drawing and verifying 
consclusions), yang merupakan  proses penarikan kesimpulan yang telah melalui 
tahap reduksi dan penyajian untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat 
menjawab pertanyaan dari penelitian.85 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
yang diperoleh pada tahap akhir ini bisa menjawab pertanyaan penelitian, namun 
juga tidak. Kesimpulan ini dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel 
apabia didukung oleh bukti valid dan konsisten. Namun bisa juga kesimpulan 
yang dihasilkan pada tahap terakhir ini bersifat sementara dan memungkinkan 







                                                             
84 Miles dan Huberman, op. cit 32   
                85 Rohidi, Tjetjep Rohendi, Metodologi Penelitian Seni, Cipta Prima Nusantara, 
Semarang, 2011, 234-238.   
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PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 
A. Hubungan Indonesia-Tiongkok  
Hubungan Indonesia-Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan sangat 
erat. Sejarah yang sangat panjang membuat hubungan yang terjalin di antara 
keduanya tidak bisa dilihat dari sisi Government to Government saja, melainkan 
juga harus dilihat dari yang lain yaitu dari sisi Grassroot. Dalam peneitian ini, 
peneliti akan menyajikan data-data hubungan antara Indonesia-Tiongkok yang 
tidak hanya terkait hubungan diplomatik saja melainkan juga melibatkan 
hubungan yang melibatkan masyarakat.  
1. Aspek Government to Government 
Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah dimulai sejak masa (206 SM- 
220 M), yang ditandai dengan kedatangan nya ke tanah Jawa.87 Kata Indonesia 
pun ketika itu belum ada untuk menyebut seluruh wilayah Nusantara. Meski 
hubungan antara dua negara ini sudah terjalin sangat lama, namun hubungan 
bilateral antara Indonesia dan Tiongkok baru terjalin semenjak tanggal 13 April 
1950 dan secara diplomatis diresmikan pada tahun 1953 yang ditandai dengan 
dikirimnya  duta besar Indonesia ke Beijing yaitu Arnold Mononutu, Tiongkok 
serta ditanda tangani nota kerjasama Indonesia Tiongkok. Adanya hubungan yang 
dijalin Indonesia Tiongkok ini pun telah menciptakan poros Jakarta-Peking yang 
berkembang menjadi poros Jakarta-Peking-Pyongyang pada awal 1960an.88 
                                                             
87 Ririn Darini, “Nasionalisme Etnis Tionghoa di Indonesia, 1900-1945”, op. cit 
88 Justus M. van der Kroef, “The Sino-Indonesian Rupture,” American-Asia 
Educational Exchange (New York, 1968): 2, dalam Rizal Sukma, “Indonesia-Tiongkok 



































Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dianggap sangat dekat ketika masa 
pemerintahan Soekarno yang ditandai dengan adanya Partai Komunis Indonesia 
ketika itu.  
Namun, catatan sejarah mengatakan bahwa hubungan diplomatik tersebut 
tidak berangsur lama karena pada tahun 1967 hubungan diplomatik antara 
keduanya akhirnya dibekukan.89 Hal tersebut tidak terlepas atas adanya peristiwa 
Gerakan 30 S PKI yang menyeret isu penghianatan Partai Komunis Indonesia 
(PKI). Sehingga, Tiongkok dianggap telah ikut campur dan membantu PKI dalam 
usaha untuk mendorong revolusi komunis dan kudeta terhadap pemerintah yang 
sah di Indonesia.90 Pada masa itu Tiongkok dianggap sangat berbahaya bagi 
keamanan bangsa Indonesia. Akibat hal tersebutlah, tahun 1967 hubungan 
diantara keduanya resmi dibekukan.  
 Memburuknya hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya dapat dilihat 
melalui dibekukannya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut saja, 
melainkan juga di kalangan grassroots. Hal demikian tercermin dengan adanya 
berbagai penolakan di kalangan masyarakat serta pembunuhan secara masal 
orang-orang yang dianggap sebagai kroni-kroni PKI. Banyak peristiwa yang 
dialami orang-orang Tionghoa pasca peristiwa 30 September tersebut, bahkan 
                                                                                                                                                                       
Relations: The Politics of Reengagement,” Centre for Strategic and International Studies 
(Jakarta, 2009). 
89 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, 
dalam Bandoro, Bantarto [ed] Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru (Jakarta: 
CSIS, 1994): 55. Dalam dalam Arini Aula Rusydati,” Hubungan Indonesia-Tiongkok pasca 
Normalisasi tahun 1990”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3 - No. 1 / 2014-03, op. 
cit 
90 Jay Taylor, Tiongkok and Southeast Asia Peking’s Relation with Revolutionary 
Movements (New York: Praeger, 1976): 83, dalam Rizal Sukma, “Indonesia-Tiongkok 
Relations: The Politics of Reengagement,” Centre for Strategic and International Studies 
(Jakarta, 2009) Dalam dalam Arini Aula Rusydati,” Hubungan Indonesia-Tiongkok pasca 
Normalisasi tahun 1990”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3 - No. 1 / 2014-03 



































kehidupan mereka dibatasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. 
Seperti diarangnya perayaan imlek sampai dengan penggunaan nama-nama yang 
berbau Tionghoa.  
 Kemudian, pada tahun 1977-1984 isu normalisasi hubungan antara 
keduanya mulai terdengar namun berujung gagal dilakukan yang disebabkan oleh 
tidak siapnya Indonesia menerima Tiongkok atas dasar stabiitas dan keamanan 
negara.91 Sebenarnya, hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok mulai 
terlihat lagi sejak tahun 1981. Namun, pembukaan hubungan dagang secara resmi 
baru dibuka pada 24 November 1984 meski masih melalui jalur pelabuhan 
Hongkong. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9/1985 pada tanggal 23 
Juli 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara 
Indonesia dan Tiongkok menjadi titik dimulainya hubungan dagang secara 
langsung antara kedua negara.92 Dengan adanya peristiwa tersebut menjadi sebuah 
awal hubungan baru. Pada tahun 1989, usaha normalisasi hubungan diplomatik 
Indonesia-Tiongkok ditandai dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung dan Lima 
Prinsip Koeksistensi Damai serta diterimanya Menteri Luar Negeri Tiongkok 
Qian Qichen di Tokyo pada masa orde baru.93 Pada 8 Agustus tahun 1990, 
ditandatanganinya “Memorandum of Understanding Between the Government of 
the Republic Indonesia and the Government of the Poople’s Republic of China on 
the Resumption of Diplomatic Relations” oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali 
                                                             
91 Arini Aula Rusydati,” Hubungan Indonesia-Tiongkok pasca Normalisasi tahun 
1990,”Vol. 3 - No. 1 / 2014-03 
92 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju Normalisasi”,  
op. cit 67 
93Rizal Sukma, op. cit 78-79. 



































Alatas dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Qichen, menandakan bahwa 
hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok kembali normal.94 
 Meski normalisasi diplomatik secara resmi terjadi pada tahun 1990. 
Namun normalisasi secara keseluruhan terutama dikalangan grassroots baru 
terjadi di era reformasi. Hal ini ditandai dengan sikap pemerintah terutama di era 
presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) yang mencabut kebijakan-kebijakan 
yang membatasi ruang orang-orang Tionghoa di Indonesia pada masa orde baru. 
Seperti diperbolehkannya kembali perayaan imlek bagi orang-orang Tionghoa di 
Indonesia. Sehingga, bisa dikatakan bahwa normalisasi hubungan Indonesia-
Tiongkok secara utuh baru terjadi di era reformasi.  
Hingga masa pemerintah sekarang, kedekatan antara Indonesia dan 
Tiongkok masih berjalan dengan baik. Hal itu terlihat jelas ditunjukkan dengan 
kedatangan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang di Indonesia pada tahun 2018 
sebagai balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Tiongkok 
tahun 2017. Selain itu, terdapat juga beberapa proyek seperti MoU antara Menteri 
BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk 
Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Kerjasama Pembangunan 
Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi 
RRT dengan Menteri BUMN, kerjasama ekonomi antara Menko Perekonomian 
RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT.95 
                                                             
94 op. cit 80.  
95 Aulia Adam, ““Relasi Jokowi dan Cina dalam 4 Tahun Terakhir”, Media Tirto id, 22 
Maret 2019, https://tirto.id/relasi-jokowi-dan-cina-dalam-4-tahun-terakhir-c8iE  
 



































 Secara Government to Government, hubungan Indonesia – Tiongkok bisa 
dikatakan semakin baik. Hal tersebut jika mengaca pada tingkat hubungan antar 
keduanya dalam perekonomian. Namun secara grassroots, bisa dikatakan masih 
kerab mendapati tantangan yang besar dengan adanya isu-isu rasisme atau anti-
Tiongkok di masyarakat. Dengan adanya pemaparan diatas, dapat dilihat 
bagaimana terjadi pasang surut hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Salah 
satunya yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pada era orde baru hingga 
reformasi. Di era ode baru, hubungan Tiongkok-Indonesia mendapatkan tantangan 
dari segi Governement dan grassroots, sedangkan diperiode reformasi hubungan 
dengan pemerintah membaik namun dalam segi grassroots masih sering 
mengalami penolakan. Sehingga, dengan adanya permasalahan tersebut menjadi 
dasar dipilihnya waktu dalam topik penelitian untuk melihat strategi pemerintah 
Tiongkok untuk mempererat erat hubungan nya dengan Indonesia dengan melihat 
peran dari PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). 
2. Aspek Grassroots 
     Hubungan Indonesia-Tiongkok tidak hanya sebatas hubungan diplomatik 
semata. Namun, sejarah yang panjang membuat hubungan diantara keduanya 
semakin erat hingga ke akar rumput/Grassroots. Dengan adanya populasi 
Tionghoa (etnis keturunan Tiongkok) di tengah masyarakat Indonesia membuat 
keterkaitan kedua negara ini semakin tidak bisa dipisahkan. Apalagi tidak bisa 
dipungkiri bahwa etnis Tionghoa sendiri telah menjadi bagian panjang dari 
perjalanan sejarah bangsa Indonesia.  



































Selain itu, hubungan Indonesia-Tiongkok dilihat dari aspek grassroots 
juga tidak dipisahkan dari Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim 
terbesar di dunia saat ini. Terdapat pendapat mengatakan bahwa  kedatangan 
islam di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan orang-orang Tiongkok ke 
Indonesia. Fakta sejarah mengatakan bahwa sebelum orang-orang pribumi 
mengenal agama islam yaitu pada abad ke-14 atau sekitar abad ke-15 orang-orang 
Tiongkok datang ke Indonesia dan lebih dulu telah memeluk islam. Hal tersebut 
dikatakan berdasarkan catatan-catatan atau berita dari bangsa Portugis, ditambah 
dengan catatan sekretaris Laksamana Ceng Ho sewaktu melakukan perjalanan ke 
nusantara, tepatnya di Pulau Jawa.96 Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan 
sejarahwan, Agus Sunyoto yang mengatakan bahwa ketika orang-orang muslim 
Tiongkok datang ke Indonesia, orang-orang pribumi masih memiliki kepercayaan 
menyembah batu, pohon-pohon yang jauh dari ajaran agama islam.97 
Ekspedisi Cheng Ho terutama di Jawa dan Sumatera menandakan bahwa 
orang-orang Tiongkok ketika itu memiliki andil dalam memperkenalkan agama 
islam di Nusantara. Cheng Ho yang merupakan duta resmi Dinasti Mang ini 
disebut memiliki peran besar dalam penyebaran agama islam ketika itu yang mana 
Cheng Ho merupakan seorang yang beragama islam.98 Meski Cheng ho telah 
melakukan ekspedisi sebanyak tujuh kali, dikatakan bahwa penyebaran agama 
                                                             
96 Reja Irfa Widodo. “Jejak Muslim Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Nusantara”, 
Media Republika, diakses pada 19 Agustus 2018, https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/islam-digest/16/11/18/ogtzkz313-jejak-muslim-tionghoa-dalam-penyebaran-islam-
di-nusantara 
97 Agus Sunyoto (sejarawan) dalam diskusi dengan peneliti, 01 Desember 2018 
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islam di Indonesia secara pesat tidak terjadi pada masa tersebut, melainkan pada 
masa masuknya Sunan Ampel ke Nusantara. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa 
sebelum Sunan Ampel masuk ke Indonesia telah terjadi proses penyebaran agama 
islam di Indonesia.99  
Terkait asal kedatangan Sunan Ampel pun ada pendapat yang mengatakan 
bahwa Sunan Ampel sendiri merupakan keturunan Tiongkok karena 
kedatangannya dari Campa. Kerajaan Campa memang mempunyai sejarah 
panjang dengan Tiongkok karena pernah berada dalam kekuasaan hingga daerah 
pengaruh Tiongkok, sehingga Raden Rahmat mungkin berdarah Tiongkok (dari 
nasab ibunya) adalah cucu perwakilan Tiongkok di Campa dan keturunan Sayyid 
Ejal Syamsuddin Umar atau Say Dian Chih Gubernur Provinsi Yunnan. Dengan 
demikian, Raden Rahmat bisa saja adalah keturunan Tiongkok meskipun hanya 
sekian persen. 100 Ada juga Sunan Bonang yang merupakan anak dari Ampel dan 
seorang wanita Tiongkok, Sunan Gunungjati dan Sunan Kalijaga. Mereka 
dikatakan memiki keturunan dari etnis Tiongkok. Selain itu juga, penyebaran 
islam di kerajaan Mojopahit dilakukan dengan cara pernikahan antara orang Tiong 
Hoa dengan anggota kerajaan.101 Meski pun hal tersebut sampai saat ini masih 
menjadi sebuah hal pro dan kontra. 
Dalam buku "Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa" yang ditulis oleh 
Rezza Maulana mengungkapkan bahwa jejak-jejak Islam Tionghoa di Indonesia 
dan Islam Nusantara tak bisa dinegasikan. Jejak-jejak kebudayaan Tiongkok dan 
                                                             
99 Agus Sunyoto, op. cit 
100Sjamsudduha. 2004. Sejarah Sunan Ampel, Guru Para Wali dan Perintis 
Pembangunan Kota Surabaya. Surabaya: JP Press, hal. 195 
101 Rustopo, Jawa Sejati, (Otobiografi Go Tik Swan).(Yogyakarta :Penerbit Ombak, 
2008). 



































Tionghoa muslim juga cukup banyak bertebaran di Indonesia. Mulai dari bahasa, 
arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, aneka aksesori 
pakaian hingga nama makanan.102 Bahkan berdasarkan penelitian Sumanto Al-
Qurtubi mengatakan bahwa eksistensi Tionghoa muslim pada awal perkembangan 
islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan dengan adanya tradisi lisan, sumber-
sumber Tiongkok, teks lokal Jawa, maupun kesaksian-kesaksian  pengelana asing 
saja, melainkan juga terdapat bukti peninggalan purbakala islam di Jawa. Seperti 
di Masjid kuno mantingan jepara terdapat adanya ukiran padas, menara masjid di 
Pecinan Banten, arsitektur keratin Cirebon beserta taman sunyaragi dan berbagai 
peninggalan kuno lainnya.103  
Hingga sekarang, hubungan ini juga nampak jelas dengan keberadaan 
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) sebagai salah satu organisasi islam 
bagi masyarakat Tionghoa islam di Indonesia. Organisasi ini tidak menjalankan 
fungsinya untuk berdakwah dikalangan etnis tinghoa melainkan juga telah banyak 
melakukan berbagai kegiatan sosial. Selain itu, kedekatan Tiongkok dengan 
masyarakat Indonesia saat ini juga semakin terlihat jelas dengan keberadaan 
masjid Cheng Hoo di berbagai kota besar di Indonesia seperti masjid Cheng Ho di 
Surabaya, Pasuruan, Malang, Jember, Palembang, Jakarta, Kalimantan dan lain 
sebagainya.104 Dengan adanya fakta-fakta diatas telah jelas terlihat bahwa 
                                                             
102 Rezza Maulana. Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa, (Yogyakarta: IMPULSE, 
2010). 
103 Sumanto Al-Qurtubi, Arus Tiongkok-Jawa Islam, Bongkar Sejarah Atas Peranan 
Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI. Yogyakarta INSPEAL 
dan INTI, 2013 
104 Choirul Mahfud, “Hubungan Islam Tionghoa dan Islam Nusantara”, diakses pada 
19 Agustus 2018,  http://lp3.um.ac.id/berita-577-hubungan-islam-tionghoa-dan-islam-
nusantara-.html  



































hubungan antara Indonesia-Tiongkok tidak hanya berlangsung dari proses antara 
pemerintah dengan pemerintah saja, melainkan ada proses kedekatan sejarah dan 
budaya di tengah masyarakat Indonesia sehingga Tiongkok begitu dekat dengan 
Indonesia baik dilihat dari sisi pemerintah maupun masyarakat. 
Kepentingan suatu negara atau lebih dikenal dengan kepentingan nasional 
merupakan istilah dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Kepentingan 
nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu raison d'État— dapat diartikan 
sebagai sebuah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya.105  
Seperti halnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok juga tidak akan 
terlepas dari kepentingan nasionalnya masing-masing. Sebagaimana Indonesia 
memiliki kepentingan nasional dalam hubungannya dengan Tiongkok, begitu pun 
sebaliknya negara Tiongkok juga memiliki kepentingan nasional terhadap 
Indonesia.  
Asumsi kepentingan nasional Tiongkok terhadap Indonesia ini muncul 
melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mempertahankan 
hubungan antara kedua negara tersebut. Misalnya ketika terjadi pembekuan 
hubungan diplomatik antara Indonesia-Tiongkok pada masa orde baru, Tiongkok 
banyak melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan normalisasi dengan cara 
merebut kembali simpati Indonesia. Cara-cara ini dilakukan oleh Tiongkok 
dengan mengundang olaragawan dan pengamat Indonesia untuk hadir dalam 
turnamen Tiongkok. Selain hal tersebut, pada saat itu Tiongkok juga memberikan 
dukungannya atas masalah-masalah yang dialami oleh Indonesia seperti persoalan 
                                                             
105 Arry Bainus & Junita Budi Rachman,”Kepentingan Nasional dalam Hubungan 
Internasional “, Journal of International Studies Volume 2, No. 2, Mei 2018 (109-115) 
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Selat Malaka dan pengapalan beras ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia melalui 
Hongkong sejak 1972.106 Namun niat baik dari Tiongkok ini mendapatkan 
penolakan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya alasan 
yang menyangkut nasionalisme warga Indonesia keturunan Tiongkok di 
Indonesia, serta masalah keamanan wilayah Indonesia.107 Usaha-usaha untuk 
mempertahankan hubungan Indonesia-Tiongkok pun juga terlihat sampai hari ini, 
misalkan saja yang baru-baru ini dilakukan oleh Tiongkok adalah kunjungan 
balasan oleh Perdana Menteri Cina, Li Keqiang ke Indonesia untuk tetap menjalin 
hubungan baik dengan Indonesia. Selain itu, dilakukannya diplomasi panda 
terhadap Indonesia. Diplomasi panda ini dilakukan dengan cara mengirimkan dua 
panda ke indonesia yang bertujuan untuk membentuk citra positif di masyarakat 
Indonesia terhadap hubungan kedua negara, sehingga malalui diplomasi ini 
persepsi masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok diharapkan akan semakin baik.  
Untuk melihat kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia, peneliti 
melakukan analisa terhadap data-data yang telah peneliti temukan. Berdasarkan 
hasil analisa peneliti terdapat dua kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia 
sehingga menjadikan Indonesia begitu penting bagi negara ini. Pertama, yaitu, 
kepentingan nasional ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia. Tiongkok telah 
menjadi mitra dagang terpenting ASEAN. Salah satu tanda yang menunjukkan 
eratnya hubungan dagang antara Tiongkok dengan ASEAN yang mana Indonesia 
menjadi salah satu anggota nya adalah disepakatinya kerjasama perdagangan 
                                                             
106 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju 
Normalisasi”, 57 
107 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju 
Normalisasi”, 57-9 



































bebas dalam kerangka ASEAN-Tiongkok Free Trade Area (ACFTA).  ASEAN-
Tiongkok Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan perdagangan bebas 
dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang 
baik tarif atau non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan 
investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi. Kesepakatan ini 
dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok untuk 
mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok.108  
    Penandatanganan ASEAN - Tiongkok Comprehensive Economic 
Cooperation dilakukan di Bandar Seri Begawan, Brunei pada tanggal 6 Nopember 
2001. Perjanjian ini merupakan bentuk dimulainya ACFTA oleh kepala negara 
antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Setelah dilakukan pertemuan 
tersebut, dilakukan pula penandatanganan Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s 
Republic of Tiongkok sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA Di Phnom 
Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh para Kepala Negara. Pada 
tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos ditandatangani kesepakatan Trade 
in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement yang 
merupakan bentuk dari perjanjian di sektor barang yang menjadi bentuk konkrit 
kerjasama ekonomi pertama antara ASEAN dan Tiongkok.109  
Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian ACFTA yang ditandai 
dengan adanya peraturan-peraturan nasional yang menerapkan perjanjian tersebut, 
                                                             
108“ASEAN China Free Trade Area”, Direktorat Kerjasama Regional Ditjen Kerjasama 
Perdagangan Internasional, Februari 2010  
109 Ibid  



































diantaranya adalah, pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 
Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast 
Asean Antions and the People’s Republic of Tiongkok. Kedua, Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 
2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early 
Harvest Package ASEAN-Tiongkok Free Trade Area. Ketiga, Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track 
ASEANTiongkok Free Trade Area.  
Keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk 
dalam rangka Normal Track ASEAN-Tiongkok Free Trade Area. Kelima, 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 
tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam 
rangka Normal Track ASEAN-Tiongkok Free Trade Area. Keenam, Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 
2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Tiongkok Free 
Trade Area. Ketuju, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-Tiongkok Free Trade Area.110 Dengan adanya 
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peraturan-peraturan nasional Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan 
ASEAN-Tiongkok Free Trade Area benar-benar telah diterapkan di Indonesia. 
Data statistik perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 
hubungan perdagangan yang erat dengan Tiongkok, terlebih setelah berlakunya 
kesepakatan perdagangan ASEAN-Tiongkok FTA. Hal ini melihat Indonesia 
sebagai negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar dibandingkan 
dengan anggota ASEAN yang lainnya.111 Bahkan Indonesia sebagai pasar terbesar 
bagi Tiongkok juga dapat dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran produk-
produk Tiongkok di Indonesia yang mudah sekali di jumpai. 
Adanya data-data tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa Indonesia 
merupakan pasar terbesar bagi Tiongkok yang sangat menguntungkan bagi 
perekonomian negaranya. Dengan memiliki hubungan baik dengan Indonesia, 
maka yang terjadi adalah kemudahan yang didapat oleh Tiongkok dalam 
mendistribusikan produk-produknya ke pasar Indonesia dan sebaliknya apabila 
hubungan antara kedua nya memburuk maka akan terjadi kesulitan bagi Tiongkok 
untuk menguasai pasar Indonesia. Sehingga, dengan adanya hal tersebut 
menunjukkan bahwa usaha-usaha Tiongkok untuk mempertahankan hubungan 
dengan Indonesia merupakan salah satu strategi untuk mencapai kepentingan 
nasionalnya yaitu mempertahankan pasar.  
Kedua, kepentingan Tiongkok dalam konstilasi perebutan kekuasaan dan 
kekuatan dunia. Saat ini, Tiongkok muncul sebagai kekuatan baru dunia dengan 
potensi kekuatan ekonomi besar di dunia. Hal ini menyebabkan kekhawatiran oleh 
                                                             
111 IMF (2012). Diunduh bulan Februari 2012 dari CEIC Database dalam  
 Sigit Setiawan, “ASEAN-China FTA: Dampaknya terhadap Ekspor Indonesia dan 
China”, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6 No. 2, Desember 2012 



































negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini lebih dulu dikenal 
sebagai kekuatan dunis.112 Kedua negara ini sedang bersaing dalam konstilasi 
perebutan kekuatan di dunia. Salah satu tanda yang menunjukkan adanya hal 
tersebut adalah adanya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Perang 
dagang yang melibatkan kedua negara tersebut pun juga berdampak bagi 
perekonomian dunia, termasuk indonesia.  
Dalam konstiasi perebutan kekuasaan dunia, Indonesia menjadi negara 
yang tidak luput dari kondisi dunia internasional saat ini. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Perebutan pengaruh 
oleh Tiongkok dan Amerika Serikat kepada Indonesia jelas sangat terlihat. Pada 
awal November 2010, delegasi Tiongkok tingkat tinggi melakukan kunjungan tiga 
hari ke Jakarta. Selama kunjungan, diumumkan bahwa Beijing akan 
menginvestasikan US $ 6,6 miliar di Republik Indonesia. Bagian terbesar dari 
jumlah ini akan berlaku bagi pengembangan infrastruktur.113 Waktu kunjungan 
dan pengumuman itu sangat menarik karena pada 9 November 2010, Presiden AS 
Barak Obama juga tiba di Jakarta dan menandai Kemitraan Komprehensif AS-
Indonesia (US-Indonesia Comprehensive Partnership).114  
                                                             
112 Laksono Hari Wiwoho, "China Versus AS: Perang Ideologi Jilid 2", Media Kompas, 
diakses 01 April 2019, 
https://internasional.kompas.com/read/2018/04/02/17484951/china-versus-as-perang-
ideologi-jilid-2. 
113 The two countries signed more than 20 cooperation documents, covering steel, 
infrastructure, agriculture, high technology, creative industry and intellectual property rights 
protection., 29 Oktober 2010,http://www.Tiongkokdaily.com.cn/bizTiongkok/2010-
10/26/content_11457871.htm . Dalam Rahul Mishra dan Irfa Puspita Sari“Indonesia- China 
relations: Challenges and Opportunities”, (Surabaya : IDSA Issue Brief, 2010) 
114 Rahul Mishra dan Irfa Puspita Sari“Indonesia- China relations: Challenges and 
Opportunities”, (Surabaya : IDSA Issue Brief, 2010) 



































Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa pada 
suatu titik, ASEAN mungkin harus terpaksa memilih antara visi Tiongkok atau 
AS. Hal ini dikarenakan melihat segala kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat 
yang tengah memperebutkan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai 
upaya keduanya untuk memberikan pengaruhnya di Asia Tenggara. Amerika 
Serikat berkomitmen ingin membangun kerja sama keamanan dengan sejumlah 
negara di Asia Tenggara. Sementara itu, negara Tiongkok sedang berusaha untuk 
menaruh pengaruhnya lewat upaya kerjasama Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), yang merupakan kesepakatan  antara 10 anggota ASEAN 
dan enam negara Asia-Pasifik lainnya termasuk Tiongkok untuk melakukan  
perdagangan bebas.115 Apa lagi sejak diumumkannya seruan pembangunan Sabuk 
Ekonomi Jalan Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21 yang dikenal dengan One 
Belt, One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI) oleh Presiden 
Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013,116 telah menambah alasan perebutan 
pengaruh oleh Tiongkok di berbagai negara termasuk Indonesia. 
Disisi lain Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang 
telah lama memiliki hubungan dan pengaruh bagi Indonesia. Sehingga bukan 
tidak mungkin jika hal tersebut tidak berdampak bagi Indonesia. Dengan melihat 
situasi internasional saat ini telah menjadi bagian dari faktor kepentingan 
Tiongkok di Indonesia. Adanya perebutan kekuasaan dunia oleh Amerika Serikat 
dan Tiongkok, menjadikan Indonesia sebagai objek perebutan pengaruh antara 
                                                             
115 Ign. L. Adhi Bhaskara,”Saat Cina dan Amerika Berebut Pengaruh di Asia 
Tenggara", Media Tirto, 01 April 2019, https://tirto.id/saat-cina-dan-amerika-berebut-
pengaruh-di-asia-tenggara-ddxg 
116 Yandry Kurniawan,”One Belt One Road (OBOR):Agenda Keamanan Liberal 
Tiongkok”, Politica Vol. 7 No. 2 November 2016 



































keduanya. Melihat, kedua negara tersebut sama-sama memiliki hubungan yang 
besar dengan Indonesia. Rasionalnya, jika Tiongkok memiliki pengaru lebih besar 
di Indonesia maka akan lebih mudah bagi negara Tiongkok untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah Indonesia terutama kebijakan terhadap keberadaan Amerika 
Serikat.  
Hubungan Indonesia-Tiongkok telah melalui proses sejarah yang begitu 
panjang sehingga pantas apabia terdapat banyak tantangan yang menyebabkan 
pasang surut hubungan diantara keduanya. Salah satu tantangan terbesar yang 
dihadapi oleh hubungan Indonesia-Tiongkok adalah persepsi dari masyarakat 
terhadap keberadaan Tiongkok di Indonesia. Hubungan Indonesia-Tiongkok yang 
begitu erat dan mengakar sampai di masyarakat menimbulkan persepsi-persepsi 
buruk atas kehadirannya di Indonesia. 
Persepsi buruk terhadap Tiongkok muncul salah satunya dikarenakan 
faktor sejarah keberadaan Tiongkok di Indonesia bangsa Indonesia. Pada surve 
yang diadakan oleh Wahid Foundation pada tahun 2017 menyebutkkan bahwa 
etnis Tionghoa menjadi kelompok yang dibenci oleh masyarakat Indonesia.117 Hal 
ini dikarenakan etnis Tionghoa meski telah berkewarganegaraan Indonesia masih 
sering dikaitkan dengan Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman bagi 
Indonesia. Bahkan sejarah Tionghoa di Indonesia banyak menceritakan 
bagaimana terjadi peristiwa buruk yang menimpah etnis mereka. "Geger Pacinan" 
merupakan salah satu peristiwa buruk yang menimpah etnis Tionghoa di 
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Indonesia yang mana terjadi pembantaian orang-orang Tionghoa di beberapa 
wilayah seperti di Batavia, Cirebon, Semarang, dan Lasem sejak  masa 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) hingga Orde Baru.118  
Hasil surve tahun 2017 oleh Media Survei Nasional (Median) tentang 
persepsi publik terhadap ancaman dari luar negeri menyatakan bahwa masyarakat 
menilai bahwa Tiongkok adalah negara yang paling mengancam Indonesia.119 
Selain melakukan surve kepada masyarakat, Media Survei Nasional (Median) 
juga melakukan jajak pendapat terhadap konstituen partai politik besar. Sejalan 
dengan hasil surve sebelumnya menunjukkan bahwa konstituen semua parpol di 
DPR menganggap Tiongkok sebagai ancaman yang serius bagi Indonesia.120 
Surve ini menunjukkan bahwa publik Indonesia menganggap bahwa kehadiran 
Tiongkok di Indonesia menyebabkan dampak yang negatif bagi Indonesia. Dalam 
surve yang diadakan oleh Media Surve Nasional, ada beberapa alasan yang 
mendasari adanya kekhawatiran terhadap Tiongkok. Alasan-alasan tersebut adalah 
31,2% menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut muncul karena Tiongkok 
menguasai ekonomi Indonesia, 23,7% melihat bahwa produk Tiongkok terlalu 
                                                             
118 Munawir Aziz,"Tionghoa, Antara Sasaran Kebencian dan Ketimpangan Sosial ", 
Media Kompas, 01 Maret 2019, 
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/14163721/tionghoa-antara-sasaran-
kebencian-dan-ketimpangan-sosial.  
119 Ali Mansur, “Survei Median: Cina Paling 'Mengancam' Indonesia”,Media 
Republika, 20 Desember 2018, 
https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/15/ozg6r7377-survei-
media-cina-paling-mengancam-indonesia  
120 Nur Habibie , “Survei Median: Konstituen semua parpol di DPR anggap China jadi 
ancaman serius RI”, Media Merdeka, diakses 20 Desember 2018, 
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dominan di Indonesia, sedangkan 7,5% kekhawatiran itu muncul akibat faktor 
komunisme.121 
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sejarah hubungan Indonesia-Tiongkok 
telah terjadi banyak peristiwa pahit. Salah satu nya adalah peristiwa Gerakan 30 S 
PKI. Sampai sekarang peristiwa 30 SPKI tidak bisa hilang dari benak masyarakat 
Indonesia yang mana mereka menganggap bahwa terdapat penghiantan Partai 
Komunis Indonesia (PKI) terhadap negara Indonesia yang menyebabkan peristiwa 
berdarah kala itu. Peristiwa tersebut ikut serta membawa Tiongkok ke dalamnya, 
bahwa Tiongkok telah memiliki pengaru besar dalam peristiwa tersebut serta 
akibat dugaan bahwa Tiongkok telah membantu persenjataan PKI yang disebut 
angkatan ke lima.122 Sehingga sampai saat ini keberadaan Tiongkok di Indonesia 
selalu disangkutpautkan dengan isu komunisme yang mengancam negara 
Indonesia. Hal ini menjadi senjata politik untuk mendiskriminasi orang Tionghoa 
di ruang publik. Namun terlepas dari itu sejarah penyebaran agama Islam di 
Indonesia dan peran dari orang-orang Tionghoa, di hari ini masyarakat Indonesia 
lebih mengenal Tiongkok sebagai negara komunis, Partai Komunis Indonesia 
(PKI) akibat peristiwa G 30 SPKI, dan sering dianggap tidak menyukai 
keberadaan Islam.  
Selain faktor sejarah keberadaan Tiongkok di Indonesia, terdapat juga 
faktor lain yang menyebabkan munculnya persepsi buruk kepada Tiongkok di 
                                                             
121 Seysha Desnikia, “Survei: Masyarakat RI Persepsikan China Jadi Ancaman 
Terbesar”, detikNews, 20 Desember 2018, https://news.detik.com/berita/d-
3727919/survei-masyarakat-ri-persepsikan-china-jadi-ancaman-terbesar  
122 Rizal Sukma, “Hubungan Indonesia-Tiongkok: Jalan Panjang Menuju 
Normalisasi”, 52. Op. cit 



































Indonesia. Pemerintah Tiongkok dianggap memiliki kebijakan agama yang 
membatasi minoritas Muslim di Tiongkok, terutama orang-orang Uighur. 
Kebijakan-kebijakan Tiongkok yang mengecualikan hak-hak dasar kaum Uighur 
untuk memenuhi tugas-tugas Islam mereka, seperti berdoa, mempelajari Al-
Quran, dan puasa-bermusuhan komunitas Muslim di seluruh dunia. Menurut Peter 
K. Meyer, populasi Muslim besar di Indonesia tidak terkecuali pada protes 
terhadap pembatasan agama Beijing yang dikenakan pada orang Uighur. Hal ini 
tercermin dalam perhatian pemerintah Indonesia dan banyak berita Indonesia yang 
mengkritik kebijakan agama negara Tiongkok.123  
Uighur merupakan persoalan lama namun setiap tahun nya pada titik 
tertentu menjadi sorotan dunia terutama Indonesia. Pada tahun ini, persoalan 
Uighur kembali menjadi sorotan karena adanya anggapan bahwa pemerintah 
Tiongkok melakukan penahanan semena-mena serta melakukan adanya kamp 
yang buruk terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok Barat. Akibatnya, 
uighur kembali menjadi alasan sentiment anti Tiongkok di Indonesia. Hal yang 
paling terlihat jelas akibat peristiwa tersebut adalah banyaknya aksi demonstrasi 
di Indonesia atas personal Uighur. Selain itu, tidak ketinggalan di media sosial 
banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyampaikan kemarahannya atas isu 
uighur di Tiongkok. Salah satunya marak penggunaan tanda pagar #SaveUighur 
sebagai bentuk kemarahan dan keprihatinan mereka di media sosial terhadap isu 
uighur. 
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Persepsi buruk atau Sentimen anti Tiongkok ini tentu sangat berpengaruh 
terhadap hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok karena pada faktanya sentimen 
ini ikut serta mempengaruhi perpolitikan yang ada di Indonesia. Salah satu bukti 
nya adalah bahwa sentiment ini menjadi lebih intensif setelah pemilihan Presiden 
Joko Widodo pada tahun 2014. Sentimen anti Tiongkok ini menyebar secara cepat 
melalui media sosial. Leo Suryadinata menyatakan bahwa cerita itu disajikan 
seolah-olah ada "konspirasi" Tiongkok daratan untuk merusak ekonomi Indonesia. 
Berita palsu tentang 10 juta pekerja Tiongkok di Indonesia124 dan 'senjata biologis' 
Tiongkok dalam biji cabai impor yang terkontaminasi dengan bakteri yang 
ditanam oleh empat warga negara Tiongkok di Indonesia125 adalah dua dari sekian 
banyak sentimen yang tersebar di masyarakat Indonesia.  
Sentimen terhadap Tiongkok ini juga semakin kuat ketika berlangsung 
pemilihan gubernur Jakarta 2017 yang sensitif, di mana gubernur Jakarta-
Indonesia yang berkuasa di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (populer dipanggil 
dengan nama panggilan Ahok), bersaing dengan dua lawan politik Muslimnya 
yaitu mantan Putra presiden, Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Menteri 
Pendidikan di kabinet Presiden Widodo, Anies Baswedan. Ahok dituduh 
menghina umat Islam dan Quran dengan menyatakan bahwa lawan politiknya 
menggunakan Quran untuk mempengaruhi pemilih terhadapnya.126 Hal ini tentu 
                                                             




125 Bernadette Christina Munthe & Agustinus Beo Da Costa, 2016. “Tiongkok 
Alarmed as Chili ‘Conspiracy’ Heats Up Indonesians,” ed. Robert Birsel. 17 Maret 2017, 
http://www.reuters.com/article/us-indonesia-Tiongkok-chili-idUSKBN1451G4.  
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menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan 
orang-orang Tionghoa masih diwarnai adanya sentimen-sentimen anti Tiongkok 
yang mana hal demikian sering disangkutpautkan dengan keberadaan pemerintah 
Tiongkok. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Duta besar Beijing 
mengecam sentimen-sentimen ini atau kampanye yang disebabkan oleh berita 
palsu, yang berusaha untuk menghubungkan perilaku individu Tiongkok dengan 
pemerintah Beijing.127  
Dengan adanya berbagai sentimen terhadap Tiongkok yang menyebar di 
masyarakat Indonesia tentu menjadi sebuah tantangan bagi hubungan antara ke 
dua negara tersebut terutama negara Tiongkok. Sebagaimana dengan adanya 
sentimen-sentimen tersebut juga mendorong kuat aksi penolakan terhadap 
keberadaan Tiongkok diIndonesia yang ikut serta mempengaruhi arah kebijakan 
pemerintah Indonesia. Sehingga, apabila sentimen anti Tiongkok semakin kuat 
akan mempersulit Tiongkok untuk menjalankan kepentingannya di Indonesia 
akibat tidak adanya kepercayaan dari sisi publik.  
Dalam menjalin hubungan dengan Indonesia, terdapat upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Salah satunya dengan cara soft power. 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT), saat ini merupakan salah satu negara terbesar 
di dunia. Sejak perang dingin, politik luar negeri Tiongkok mengalami pergeseran 
dari hardpower menjadi softpower, terutama dalam membina politik luar negeri 
dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.128 Dalam sejarah hubungan 
                                                             
127 Leo Suryadinata, op. cit 
128 http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/158-agustus-2011/1176-
asean-Tiongkok.html diakses 25 Juli 2016 dalam Syaifullah,  Diplomasi Ekonomi Republik 



































Indonesia-Tiongkok, pasca normalisasi hubungan antara keduanya negara ini telah 
melakukan berbagai jenis soft diplomacy untuk tetap mempertahankan 
hubungannya dengan Indonesia, salah satunya melalui diplomasi publik. 
Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa salah satu 
tantangan yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok untuk menjalin hubungan 
dengan negara Indonesia adalah sentimen anti Tiongkok yang terjadi di tengah 
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis mendapati banyak pendekatan 
yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menghancurkan sentiment 
tersebut atau bisa dikatakan agar masyarakat Indonesia dapat menghilangkan 
pikiran-pikiran buruk terhadap pemerintah Beijing.  
            Pertama, diplomasi publik Tiongkok di Indonesia dilakukan dalam 
kegiatan dan pendidikan pemuda. Dalam aspek pendidikan, Tiongkok mendirikan 
Institut Konfusius di Indonesia. Menurut Ingrid d’Hooghe, tujuan dari Confucius 
Institutes and Classrooms adalah untuk mempromosikan bahasa dan budaya 
Tionghoa serta untuk memperkuat pemahaman dan persahabatan.129 Indonesia 
sendiri memiliki jumlah Confusius Institutes terbesar kedua setelah Thailand di 
Asia Tenggara; masing-masing ada tujuh institute.130 The Confucius Institutes di 
Indonesia didirikan di Universitas Al-Azhar Indonesia (Jakarta), Universitas 
Negeri Malang (Malang), Universitas Kristen Maranatha (Bandung), Universitas 
                                                                                                                                                                       
Rakyat China di ASEAN Pada Masa Xi Jinping, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2017) 
129 d’Hooghe, Ingrid, 2015. “China’s Public Diplomacy,” Diplomatic Studies, Vol. 10, 
ed. Jan Melissen. Tersediah di  
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004283954. diakses pada 
March 17, 2017. 
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Negeri Surabaya (Surabaya), Universitas Tanjungpura (Pontianak), dan 
Universitas Hasanuddin (Makassar) ; dan Indonesia memiliki dua Ruang Kelas 
Konfusius.131 
Diplomasi publik juga dilakukan dengan cara mengadakan pameran 
budaya Islam. Misalnya, di Jakarta pada tahun 2010 terdapat Pameran dan 
Pertunjukan Budaya Islam Tiongkok-Indonesia.132 Pameran ini menampilkan 
artis-artis Muslim Tiongkok dalam acara tersebut. Menurut Juyan Zhang, seniman 
Muslim dari Ningxia dan Xinjiang juga melakukan kunjungan ke Indonesia pada 
tahun 2010 sebagai bagian dari inisiatif ini.133 Pendekatan ini dilakukan tidak 
terlepas dari mayoritas penduduk indonesia yang beragama islam. 
Selain itu juga dilakukan pendekatan dengan cara berkunjung ke perguaran 
tinggi islam di Indonesia. Misalkan kunjungannya di Universitas Al-Azhar 
Indonesia pada tahun 2015 dan menyampaikan tentang beasiswa dari Tiongkok di 
Indonesia.134 Selain itu, Tiongkok juga menjalin kerjasama dengan beberapa 
universitas, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,135 Universitas 
                                                             
131Confucius Institute Headquarters, 2017.Confucius Institute. Terdapat di 
http://english.hanban.org/node_10971.htm. diakses 18 Maret 2017 
 
132 Krisman Purwoko, “Pameran Islam Cina Pererat Hubungan Indonesia-Cina”. 
Media Republika, Diakses pada 17 Maret 2019, http://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/islam-nusantara/10/07/21/125645-pameran-islam-cina-pererat-hubungan-
indonesia-cina. 
133 Juyan Zhang, 2013. “China’s Faith Diplomacy,” in Religion and Public Diplomacy, 
ed. Philip Seib. New York: Palgrave Macmillan. 88 
134 Akhmad Mustaqim,“Tiongkok Siapkan 197 Beasiswa dari S1-S3 untuk Mahasiswa 
RI”, Media Detik, diakses 19 Agustus 2018, 
https://news.detik.com/berita/3447396/Tiongkok-siapkan-197-beasiswa-dari-s1-s3-
untuk-mahasiswa-ri  
135 “Universitas Muhammadiah Yogyakarta Perkuat Kerja Sama Dengan Universitas 
di Tiongkok”, Web kemlu, diakses 19 Agustus 
2018,https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Universitas-Muhammadiah-Yogyakarta-
Perkuat-Kerja-Sama-Denga-Universitas-di-Tiongkok.aspx  



































Muhammadiyah Malang (UMM) dalam bidang riset,136 serta UIN Sunan Ampel 
Surabaya dengan mendirikan Pusat Studi Indonesia Tiongkok.  
Kedua, upaya Tiongkok ini juga dilakukan melalui cara-cara pendekatan 
kepada organisasi masa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama’ dan 
Muhammadiyah. Hal ini terindikasi baik melalui kunjungan dan undangan 
Tiongkok terhadap NU dan Muhammadiyah.  Seperti pada tahun 2016 PBNU 
datang ke Tiongkok untuk memenuhi undangan dari komunitas muslim disana.137 
Di tahun 2016 juga, Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dan Nahdlatul Ulama 
(NU), menyelenggarakan acara buka puasa dan sumbangan di Pesantren Luhur 
Al-Tsaqafah di Jakarta Selatan.138  
Pada tahun 2018, terdapat kunjungan yang dilakukan oleh Duta Besar 
RRT untuk Indonesia, Xiao Qian yang memberikan santunan kepada anak yatim 
di pesantren KH Said Aqil Siroj (Ketua Pusat BPNU), bahkan dia menambahkan 
bahwa Tiongkok memberikan beasiswa tahun 2018 sebanyak 13 dosen kuliah di 
Tiongkok, jurusan teknologi sistem informsi, komputer, teknik informatika dan 
lain-lain. 13 dosen UNU (Universitas Nahdlatul Ulama) akan kuliah di Tiongkok. 
Juga akan ada program tukar menukar pelajar.139 Bahkan pada tahun 2016, ada 
                                                             
136 “UMM Jajaki Kerjasama Riset dengan Tiongkok”, Humas UMM, diakses 19 
Agustus 2018, http://www.umm.ac.id/id/berita/umm-jajaki-kerjasama-riset-dengan-
tiongkok.html  
137 “PBNU Penuhi Undangan Muslim Tiongkok”, media NU online, diakses 19 
Agustus 2018, 
http://www.nu.or.id/post/read/67453/pbnu-penuhi-undangan-muslim-tiongkok 
138  “Chinese Embassy in Indonesia and NU host fast-breaking and donation 
ceremony”, web kedutaan Tiongkok, diakses 19 Agustus 2018, http://id.Tiongkok-
embassy.org/eng/sgdt/t1375559.htm  
 
139 Andi Nur Aminah,“Ketum PBNU Ajak Siswa Muslim Tiongkok Belajar Islam di 
Indonesia”, Media Republika, diakses 19 Agustus 
2018,https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-



































lima tokoh senior dari organisasi masyarakat sipil Muslim terbesar di Indonesia 
yang diundang untuk datang di Tiongkok dengan tujuan upaya luas Beijing untuk 
membuktikan kepada para pemimpin Muslim Indonesia bahwa Muslim Uighur di 
Tiongkok menikmati kebebasan beragama yang lengkap meskipun laporan berita 
sebaliknya.140 
BPNU sendiri mengatakan bahwa antara NU dan Tiongkok sering 
melakukan pertemuan dan telah melakukan beberapa kesepakatan seperti dibidang 
pendidikan seperti pertukaran pelajar141 dan bekerjasama untuk membangun 
sarana air bersih.142 Begitu juga dengan Muhammadiyah juga mengadakan 
kerjasama di bidang agama, perdagangan, ekonomi, pariwisata dan sebagainya.143 
serta pendidikan, kebudayaan dan kesehatan.144 
 Selain itu, pendekatan kepada grassroots ini juga dilakukan dengan cara 
kunjungan yang dilakukan Duta Besar Tiongkok ke masyarakat seperti 
                                                                                                                                                                       
nusantara/18/05/24/p97vk7384-ketum-pbnu-ajak-siswa-muslim-Tiongkok-belajar-islam-
di-indonesia  
140 Jon Emont,”Tiongkok goes all out to win favor with Indonesian Muslims”, Media 




141 ” PBNU dan Tiongkok Sepakati Kerja Sama di Bidang Pendidikan”, NU online, 
diakses 19 Agustus 2018,  
http://www.nu.or.id/post/read/78497/pbnu-dan-tiongkok-sepakati-kerja-sama-di-bidang-
pendidikan  
142 “Kedubes Tiongkok-PBNU Kerjasama Bangun Sarana Air Bersih”, NU Online, 
diakses 19 Agustus 2018, 
http://www.nu.or.id/post/read/90811/kedubes-Tiongkok-pbnu-kerjasama-bangun-sarana-
air-bersih  
143  “Dubes Xie Feng Bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak 
Haedar Nashir”, Web kedutaan Tiongkok, diakses 19 Agustus 2018, 
http://id.chineseembassy.org/indo/sgdt/t1441642.htm  
144 “Kunjungi PP Muhammadiyah, Dubes Tiongkok Bahas Kerjasama dalam Bidang 







































mengunjungi Desa Persahabatan Tiongkok-Indonesia di Aceh (Daerah mayoritas 
Tiongkok) serta melakukan beberapa aktivitas sosial seperti menyumbangkan 
perpustakaan umum kepada masyarakat setempat dan menawarkan tas hadiah 
Ramadhan kepada penduduk setempat pada tahun 2016.145  
Ke tiga, media yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok dalam 
diplomasi publik adalah melalui film. Tidak dapat dipungkiri bahwa film menjadi 
salah satu alat yang strategis untuk memperkenalkan budaya suatu negara ke 
dunia internasional. Hal ini dapat dilihat melalui maraknya berbagai film asing 
yang sejak dulu menyebar di masyarakat. Seperti Hollywood dari Amerika 
Serikat, Bollywood dari India, serta drama-drama Korea. Kehadiran film-film 
tersebut di masyarakat tidak hanya sebagai sebuah hiburan semata. Secara tidak 
langsung alur cerita yang terdapat dalam film tersebut dapat memperkenalkan dan 
mempengaruhi masyarakat yang menontonnya. Tentu hal ini bisa menjadi sebuah 
strategi diplomasi negara-negara tersebut untuk membangun persepsi dimata 
publik. Sehingga, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk membina 
persahabatan dan memperkuat hubungan antar negara. 
Dalam hal ini, Tiongkok juga menerapkan diplomasi publik melalui film 
di Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam diplomasi melalui film 
ini, setidaknya US$ 10 miliar telah Tiongkok anggarkan per tahun demi terlaksana 
diplomasi tersebut. Strategi ini dilakukan oleh Tiongkok melalui berbagai cara 
seperti memperluas jaringan televisi internasional, membuat kerja sama perfilman 
                                                             
145 “Chinese Ambassador Xie Feng Visits the Tiongkok-Indonesia Friendship Village 
in Ache”, Web kedutaan Tiongkok, diakses 19 Agustus 2018, http://id.Tiongkok-
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seperti bekerjasama dengan studio film Hollywood serta melakukan pemutaran 
film Tiongkok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Bentuk dari 
diplomasi ini adalah dilakukannya kegiatan Pekan pemutaran dan Kuliah Umum 
Film Tiongkok. Selain itu, Kedutaan Besar Tiongkok bekerjasama dengan Pusat 
Produksi Film Negara (PPFN) Indonesia dan Red White Company dengan 
memutar film karya sutradara Xie Fei, yaitu Song of Tibet, Woman Sesame Oil 
Maker, Mongolian Tale, Girl from Hunan dan Black Snow.146 Pemutaran film 
juga dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bioskop dan beberapa 
perguruan tinggi di Jakarta seperti Universitas Indonesia dan Universitas 
Nasional. Salah satu kegiatannya adalah pemutaran film Mongolian Tale produksi 
tahun 1995 di Cinemaxx Plaza FX.147 Melalui diplomasi film yang dilakukan oleh 
Tiongkok ini dapat menjadi media untuk mempromosikan budaya-budaya yang 
ada di Tiongkok serta memperlihatkan bagaimana kehidupan baik di Tiongkok, 
yang mana hal ini dapat membentuk citra positif negara ini. 
Pemerintah Tiongkok juga mendorong dilakukannya kerjasama dengan 
kalangan perfilman Indonesia, misalnya kerja sama saling kunjung antar penggiat 
perfilman kedua negara ataupun melakukan pembuatan film dengan mengambil 
lokasi di Indonesia atau Tiongkok. Salah satunya adalah pembuatan film  
"Assalamualaikum Beijing" di Beijing, sebaliknya produser film Tiongkok pernah 
membuat film "Island Dream" di Bali.  Kerjasama ini dilakukan tentu untuk saling 
                                                             
146 Aris Heru Utomo, “Diplomasi Film Tiongkok di Indonesia”, Media Detik News, 
diakses 11 Desember 2018, https://news.detik.com/kolom/d-3227400/diplomasi-film-
tiongkok-di-indonesia 
147 Ibid 



































memperkenalkan budaya masing-masing serta untuk meningkatkan saling 
pemahaman dan saling kunjung antar masyarakat kedua negara. 148 
Ke empat, upaya Tiongkok juga dilakukan melalui Tiongkok Radio 
International (CRI) Indonesia. Tiongkok Radio International (CRI) adalah stasiun 
radio informasi Tiongkok dengan menggunakan berbagai bahasa asing yang 
tersebar di beberapa negara.149 Secara resmi pada 10 April 1950 siaran CRI dalam 
Bahasa Indonesia telah mengudara.150 Terdapat banyak program-program CRI 
dalam Bahasa Indonesia yang mengenalkan lebih jauh tentang negara Tiongkok 
seperti tentang perekonomian, kehidupan sosial, kesehatan, kebudayaan 
Tiongkok, hingga tentang Bahasa Mandarin.151 Selain itu, terdapat pula kerjasama 
dengan Media Indonesia seperti Radio Republik Indonesia maupun Elshinta.152  
Program-program tersebut bertujuan untuk memperkenalkan negara 
Tiongkok yang mana hal tersebut sesuai dengan misi Radio CRI yakni untuk 
meningkatkan saling pengertian antara rakyat Tiongkok dengan rakyat di dunia 
sehingga tercapai persahabatan. Dengan keberadaan radio CRI di Indonesia akan 
mendorong terciptanya pengertian yang lebih baik serta tercipta pula citra yang 
                                                             
148 Ibid  
149 Ayu Tri Winarti,”Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Melalui China Radio 
Internasional (CRI) Indonesia Tentang Kehidupan Umat Muslim di Tiongkok”, (Skripsi, 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2017) 
150CRI Online, “China Radio International ( CRI ) siaran bahasa Indonesia”,  31 Maret 
2019, http://indonesian.cri.cn/481/2010/02/03/1s107644.htm  
151 Anonim, Siaran Bahasa Indonesia, 
diaksesdalamhttp://indonesian.cri.cn/1/2003/12/15/1@2001.htm (30/03/2017,19:47 
WIB) dalam Ayu Tri Winarti,”Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Melalui China Radio 
Internasional (CRI) Indonesia Tentang Kehidupan Umat Muslim di Tiongkok”, (Skripsi, 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2017),  
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http://indonesian.cri.cn/201/2010/04/21/1s109673.htm (01/04/2017,17:58 WIB)  dalam 
Ayu Tri Winarti,”Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok Melalui China Radio Internasional 
(CRI) Indonesia Tentang Kehidupan Umat Muslim di Tiongkok”, (Skripsi, Universitas 
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positif terhadap negara Tiongkok di mata publik Indonesia. Hal ini akan 
berdampak untuk meningkatkan persahabatan antara kedua negara.153 serta 
melihat program-program yang dilakukan oleh CRI tersebut jelas menunjukkan 
bahwa Tiongkok bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana Tiongkok secara 
baik di mata publik. Dengan adanya program-program tersebut memiliki esensi 
untuk memperkenalkan bagaimana kehidupan di Tiongkok. Sehingga masyarakat 
dapat mengenal Tiongkok secara baik, yang mana ini akan berdampak pada 
persepsi positif masyarakat terhadap Tiongkok.  
Melihat pemaparan ini maka dapat dilihat banyaknya pendekatan-
pendekatan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di Indonesia. 
Sebagaimana dibahas lebih lanjut, hubungan antar manusia memainkan peran 
kunci dalam membersihkan kesalahpahaman yang sering membangkitkan 
sentimen anti-Tiongkok di Indonesia. Selain itu, sama pentingnya dengan peran 
publik dalam diplomasi merupakan jembatan penting antara Tiongkok dan 
Indonesia. Hal ini berarti jika citra dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap 
Tiongkok semakin baik, maka hal itu mempermuda Tiongkok untuk menjalin 
hubungan yang lebih intensif dengan indonesia dan sebaliknya. Sehingga, 
diplomasi publik sangat dibutuhkan dalam hubungan antara keduanya.  
B. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Pemerintah Tiongkok 
PITI merupakan Non-Governmental Organization (NGO) di Indonesia 
sehingga keberadaanya tidak terikat pada politik dan pemerintah Indonesia 
maupun Tiongkok. Secara etnis, PITI memang tidak bisa dipisahkan dari identitas 
                                                             
153 Angeline Widjaja, 2016, Teknologi Penghubung Dunia, Beijing : Cabe Rawit Online, 
Media Cetak Grafis Berbahasa Indonesia, Hal. 08. 



































Tionghoa yang mana PITI adalah salah satu organisasi etnis Tiongkok. Namun, 
dalam keberadaannya PITI telah sah dalam lembaran negara Indonesia sebagai 
organisasi masyarakat Islam. PITI sendiri telah berdiri sejak lama namun 
eksistensinya sangat jelas terlihat pasca reformasi yang ditandai dengan berbagai 
program yang dilakukan oleh PITI salah satunya dengan berdirinya Masjid Cheng 
Ho di Indonesia. Keberadaannya yang bisa dikatakan strategis ditengah hubungan 
negara Indonesia-Tiongkok ini, memungkinkan menjadikannya sebagai salah satu 
instrumen atau media yang dapat digunakan untuk mempererat hubungan kedua 
negara. Melihat salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam hubungan 
Indonesia-Tiongkok adalah sentimen publik terhadap keberadaan Tiongkok di 
Indonesia. Sehingga keberadaan PITI sebagai organisasi masyarakat Islam 
membuat lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia 
yang mayoritas Islam. Mengutip dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti kepada Ketua PITI Jawa Timur, H. Haryanto Satryo mengatakan :  
“Sampai hari ini welcome sekali dengan adanya PITI Indonesia 
terutama di Jawa Timur ini lebih cair gitu karena penduduk 
Indonesia sebagian besar hampir 80 persen islam. Dengan adanya 
pendekatan dengan orang Tionghoa muslim ini lebih mudah. 
Konsulat Jenderal Gu Jingqi yang ada di Surabaya ini welcome 
sekali dengan keberadaan kita, sangat antusias dengan adanya 
keberadaan PITI ini. Makanya kita di fasilitasi kegiatan-kegiatan 
misalnya kegiatan anjangsana ke Tiongkok. hampir satu tahun dua 
tahun kali kita ada beberapa ulama kita ada yang kesana ke masjid-
masjid yang tua sejarah nya orang muslim disana dan kita juga ada 
MUI Tiongkok itu kesini juga. Ada muhibah juga kesini, difasilitasi 
juga oleh konjen RRT di Surabaya….….Secara informal sering kita, 
secara informal kalau secara resmi kita ceremonial resmi misal kita 
di undang di acara ulang tahun nya kenegaraannya yang baru-baru 
ini, kita di undang. Ya dialog-dialog itu cair aja. Kita welcome. Dan 
hubungan kita dengan konjen Tiongkok cukup baik karena dia juga 
sangat respek dengan kita menghormati piti, dia mungkin peranan 



































piti di dalam masyarakat . meskipun kecil kita punya peran yang 
cukup strategis…”154 
Melihat pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ketua 
PITI Jawa Timur diatas, terlihat jelas bahwa PITI menyadari jika hubungannya 
dengan pemerintah Tiongkok terjalin cukup baik. Haryanto Satryo mengatakan 
bahwa PITI sering melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah Tiongkok 
secara non-formal melalui dialog-dialog yang dibangun secara mengalir. PITI pun 
juga sering diundang dalam acara resmi pemerintah Tiongkok. Bahkan PITI juga 
mengakui bahwa pemerintah Tiongkok memberikan fasilitas terhadap kegiatan-
kegiatan PITI seperti anjangsana dan muhibah. Meski fasilitas yang diberikan 
merupakan suatu kemudahan dalam bentuk administrasi.155 Hubungan baik ini 
pun juga bisa dilihat melalui kedatangan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di 
masjid Cheng Hoo Surabaya beberapa waktu lalu yang menandakan bahwa 
pemerintah Tiongkok mengakui adanya keberadaan PITI di Indonesia. 
Selain itu, dari hasil wawancara itupun dapat dilihat bahwa PITI juga 
menyadari keberadaannya sangat strategis dan diakui oleh pemerintah Tiongkok. 
Sebagaimana Ketua PITI mengatakan jika dengan keberadaan Tionghoa muslim 
telah mempermudah pendekatan terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas 
Islam. Hal tersebut juga dipertegas oleh Ketua PITI Jawa Timur pada sesi 
wawancara kedua yang peneliti lakukan. Haryanto Satryo mengatakan bahwa : 
“…. Ya kita komunikasi terus-menerus dalam hal ini jika ada isu-
isu yang sifatnya perlu penjelasan terus kita akan menghubungkan 
dan sebagainya. Hubungan kita secara internasional dengan pihak 
                                                             
154 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 05 Oktober 2018 
155 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 26 Maret 2019 



































konjen atau dengan pihak kedutaan Tiongkok cukup baik ya. 
Karena dia membutuh, tanda kutip ya, saya juga tidak tahu, dia 
membutuhkan kita karena kita bisa mendekatkan kepada ulama, 
umaroh, itu kita bisa menyampaikan, kita jembati. Jadi, kita sebagai 
media seperti itu…”156 
 Melihat pada jawaban ketua PITI Jawa Timur tersebut telah menegaskan 
bahwa PITI menyadari jika keberadaannya telah menguntungkan pemerintah 
Tiongkok. Hal ini terlihat jelas pada kalimat yang disampaikan pada wawancara 
tersebut bahwa PITI mampu mendekatkan dan berperan menjadi mediator antara 
pemerintah Tiongkok dengan pihak di Indonesia seperti umaroh dan ulama’, yang 
mana peran PITI seperti ini sangat membantu diplomasi publik yang dilakukan 
oleh pemerintah Tiongkok untuk menghilangkan kesalah pahaman yang terjadi. 
 Namun meski PITI menyadari hubungan baiknya dengan pemerintah 
Tiongkok tetapi dalam sesi wawancara tersebut, ketua PITI Jawa Timur juga 
menegaskan bahwa PITI tidak memiliki kepentingan politik terutama dalam 
hubungan antara pemerintah Tiongkok dengan Indonesia. Sehingga, bagi PITI 
sendiri tidak memiliki kepentingan untuk memberikan jawaban atau penjelasan 
terhadap isu-isu yang menyangkut pemerintah Tiongkok apalagi yang memiliki 
hubungan dengan politik kecuali jika PITI diminta dan dibutuhkan perannya 
sebagai mediator.157 Menurut Nurawi, hubungan yang terjalin antara PITI Jawa 
Timur dan pemerintah Tiongkok hanya sebatas kemanusiaan karena PITI Jawa 
Timur dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo sepakat tidak berpolitik praktis, 
                                                             
156 Ibid  
157 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
penulis, 05 Oktober 2018 Op. cit 



































apalagi dengan pemerintah Tiongkok158 Hal ini juga disampaikan oleh Hariyono 
bahwa tidak ada keterkaitan PITI secara politik dengan pemerintah Tiongkok.159  
Dipertegas  juga HMY. Bambang Sujanto bahwa tidak ada keterkaitan PITI 
dengan politik termasuk keterkaitannya dengan hubungan Indonesia dan Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT). Meski ia tidak memungkiri bahwa pihak pemerintah 
Tiongkok sangat menghormati dan diuntungkan dengan keberadaan PITI terutama 
dengan adanya masjid Cheng Ho. Ia juga menambahkan bahwa PITI hanya 
berperan sebagai penghubung apabila di butuhkan dalam menghilangkan kesalah 
pahaman.160   
 Ini artinya dalam pandangan PITI, ia menyadari bahwa keberadaannya 
telah memiliki posisi yang strategis dan dapat menguntungkan bagi upaya 
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok kepada masyarakat 
Indonesia. PITI juga menyadari atas perannya sebagai mediator yang dapat 
menjembatani hubungan dikalangan pihak-pihak tertentu yang memiliki kesalah 
pahaman. Salah satu contohnya adalah PITI telah menjadi mediator antara PWNU 
dan Konsulat Jenderal Tiongkok untuk menjelaskan isu Uighur di Indonesia. 
Namun dari sisi PITI mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan PITI dengan 
strategi Tiongkok dalam mempererat hubungan Tiongkok dengan Indonesia. 
Sebab, PITI tidak memiliki kepentingan politik dan hanya akan menjadi mediator 
                                                             
158 H. Abdullah Nurawi (Ketua Umum  Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo) dalam 
diskusi dengan penulis, 07 Agustus 2019, op. cit 
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atau perantara pemerintah Tiongkok dengan pihak di Indonesia apabila 
dibutuhkan atau diminta perannya.  
C. Analisa Peran PITI dalam Membantu Pemerintah Tiongkok untuk 
Mempererat Hubungan Bilateral dengan Indonesia 
Untuk melihat peran PITI dalam membantu pemerintah Tiongkok untuk 
mempererat hubungannya dengan Indonesia, peneliti menggunakan dua 
pendekatan yaitu diplomasi multi-track dan diplomasi publik. Diplomasi multi-
track dapat dipahami sebagai diplomasi yang dilakukan oleh sembilan jalur, salah 
satunya track 2 yaitu diplomasi yang dilakukan oleh Non-Government 
Organization (NGO) namun tanpa menggantikan peran dari track 1 yakni 
pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa antara NGO (track 2) dan 
pemerintah (track 1) saling terhubung dalam melakukan diplomasi tersebut. 
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan Non-Government 
Organization di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam hubungan 
Indonesia-Tiongkok. 
Tiongkok merupakan sebuah negara yang memiliki pemerintahan 
komunis. Namun dalam urusan hubungannya dengan Indonesia, agama terutama 
Islam menjadi sebuah hal yang begitu penting karena adanya sentimen-sentimen 
Tiongkok di Indonesia muncul karena anggapan bahwa komunis sangat membenci 
Islam bahkan dengan adanya isu uighur menambah pandangan buruk oleh 
masyarakat. Tiongkok sendiri tidak bisa memungkiri hal tersebut, sehingga 
penting baginya untuk melakukan pendekatan ke masyarakat Indonesia yang 
mayoritas Islam. Seperti halnya yang dikatakan oleh Presiden Burhanudddin Jusuf 



































Habibie bahwa Muslim di Indonesia dan Tiongkok dapat bekerja sama dan 
memperkuat hubungan antara kedua negara. Habibie juga mengatakan bahwa 
Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah panjang yang telah mempengaruhi 
perkembangan Islam di Indonesia.161 Dengan melihat hal tersebut, maka 
pendekatan kepada masyarakat islam di Indonesia sangat diperlukan oleh 
Tiongkok. 
Dengan adanya sentimen Tiongkok yang berkembang di masyarakat 
Indonesia, maka yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok adalah cara untuk 
menghilangkan sentimen tersebut. Dalam konteks peran Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia (PITI) dalam membantu pemerintah Tiongkok untuk 
mempererat hubungan dengan Indonesia dapat dilihat bagaimana dalam aksinya, 
PITI ikut serta berperan dalam diplomasi publik melalui program-program yang 
dimilikinya yang menguntungkan pemerintah Tiongkok di Indonesia. Apalagi 
dengan melihat adanya sentimen anti Tiongkok di Indonesia, PITI menempati 
posisi yang strategis untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Oleh 
karena itu peran PITI dalam melakukan diplomasi publik, secara tidak sengaja 
sangat menguntungkan pemerintah Tiongkok. Diplomasi publik merupakan 
diplomasi yang dilakukan untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar 
negaranya agar dapat merubah cara pandang mereka terhadap negara tersebut 
                                                             
161 “Indonesia-China can make good relations,” diakses pada 8 November 2013, 
http://id.berita.-yahoo.com/habibie-muslim-indonesia-china-dapat-pererat-hubungan-
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melalui cara yang positif.162 Selain itu, diplomasi publik bertujuan untuk 
membangun citra positif, sehingga pandangan publik tersebut dapat 
mempengaruhi kebijakan pemerintahnya.  
Peneliti menemukan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh PITI  
tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah Tiongkok, yang artinya PITI 
melakukan diplomasi publik atas inisiatifnya sendiri. Dalam hal ini peneliti 
menemukan empat peran PITI yang bisa dikatakan sebagai bentuk dari diplomasi 
publik, yaitu pertama, peran PITI untuk memperkenakan budaya Tiongkok ke 
masyarakat Indonesia. Kedua, peran PITI untuk memperkenalkan identitas 
muslim tionghoa. Ketiga, peran PITI dalam kehidupan sosial masyarakat. 
Keempat, peran PITI untuk menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok dengan 
berbagai pihak di Indonesia.  
1. Peran PITI untuk Memperkenakan Budaya Tiongkok ke Masyarakat 
Indonesia 
PITI merupakan organisasi masayarakat Islam Tionghoa di Indonesia. Di 
masa reformasi, PITI telah melakukan peran-perannya di masyarakat melalui 
berbagai program yang dimilikinya yang berkonstribusi untuk memperkenalkan 
budaya Tiongkok ke masyarakat.  Salah satu peran PITI yang terlihat jelas adalah 
dengan berdirinya masjid Chenghoo di Indonesia. Masjid Chenghoo merupakan 
masjid yang memiliki nuansa kebudayaan Tiongkok didirikan pertama kali pada 
tanggal 15 Oktober 2001 di Surabaya yang digagas oleh HMY Bambang Sujanto 
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bersama dengan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). Masjid Niu Jie di 
Beijing yang dibangun pada tahun 996 Masehi telah menjadi inspirasi dari bentuk 
Masjid ini. Peresmian Masjid Cheng hoo ini pun di lakukan pada 28 Mei 2003 
oleh Prof. Dr. Said Agil Husain Al Munawar, MA sebagai Menteri Agama 
Republik Indonesia.163  
Seperti yang disampaikan oleh Haryono Ong bahwa Masjid Cheng Ho 
telah digunakan untuk kegiatan budaya, agama, dan berbagai kegiatan sosial 
seperti amal, pelayanan sosial dan donor darah.164 Sehingga dapat dikatakan 
bahwa Masjid Chenghoo sebagai hasil ide dan gagasan besar HMY Bambang 
Sujanto serta PITI disebut sebagai salah satu bangunan yang tidak hanya 
digunakan sebagai sarana ibadah namun dapat menjadi jalur sutra baru bagi 
hubungan Indonesia-Tiongkok. Hal demikian dapat dilihat melalui bagaimana 
gaya arsitektur masjid cheng hoo yang telah memperkenakan budaya Tiongkok 
kepada masyarakat luas tetapi juga terdapat berbagai program untuk belajar 
tentang budaya Tiongkok bagi masyarakat.  
Ditinjau dari gaya arsitektur masjid cheng hoo tersebut menggambarkan 
model klenteng telah menunjukkan identitasnya sebagai islam Tiongkok yang 
berada di Indonesia dan untuk mengenang leluhur warga Tionghoa yang 
mayoritas memiliki agama Budha. Terdapat pula bangunan utama dibagian atas 
yang memiliki bentuk segi 8 (Pat Kwa), yang mana angka 8 pada bahasa 
                                                             
163 “Cheng Ho : Walisongo dan Muslim Tionghoa Indonesia di Masa Lalu, Kini dan 
Esok, op. cit 
164 “Praying besides traveling at Cheng Ho Mosque,” diakses pada 2 September 2013, 
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Tionghoa disebut fat yang memiliki arti jaya dan keberuntungan. Selain itu, 
arsitektur khas Tiongkok juga ditunjukkan melalui dominasi warna hijau, kuning 
dan merah.165 Dengan melalui gaya arsitektur Tiongkok yang menonjol pada 
bangunan masjid Cheng Hoo, PITI telah memperkenalkan budaya Tiongkok ke 
masyarakat luas. Apalagi masjid Chenghoo ini banyak dikunjungi oleh 
masyarakat baik domestik maupun manca negara, baik hanya sebagai sarana 
beribadah, belajar tentang bangunan Tiongkok maupun hanya sekedar sebagai 
objek wisata sehingga menambah ketertarikan masyarakat dalam mengetahui 
budaya Tiongkok. 
Selain itu, terdapat pula program-program lain yang memperkenalkan 
budaya Tiongkok ke masyarakat yaitu melalui kursus bahasa mandarin untuk 
umum. Dalam kursus ini juga  disediakan buku praktis belajar bahasa tionghoa 
bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Tionghoa.166 Pelajaran bahasa 
mandarin juga dilakukan dalam proses belajar di sekolah Program lain juga 
terdapat adanya klinik akupuntur Tiongkok yang di sediakan di masjid Haji 
Muhammad Cheng Hoo Surabaya. Akupuntur merupakan salah satu metode 
pengobatan Tiongkok kuno. Bahkan dalam program akupuntur ini telah 
mendatangkan akupunturis langsung dari Tiongkokk bernama Xie Fang.167 
Terdapat juga paduan suara Yayasan Haji Muhammad Cheng Hood an memiliki 
lagu khas (mars) menggunakan bahasa mandarin. Pengenalan buadaya Tiongkok 
juga dilakukan melalui perayaan imlek di Masjid Cheng Hoo yang di kemas 
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  167 Ibid 90 



































dengan santunan anak yatim.168 Dengan adanya program-program ini telah 
menciptakan ruang untuk memperkenalkan budaya-budaya Tiongkok di 
Indonesia. 
2. Peran PITI untuk Memperkenalkan Identitas Tionghoa Muslim  
Masjid Cheng Ho juga telah menjadi ikon baru wisata religi pada 
komunitas Muslim Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.169 
Singkatnya, dapat dikatakan bahwa pembangunan masjid Cheng Ho adalah bagian 
dari proyek megatren Tiongkok yang Islami di Indonesia.170 HMY. Bambang 
Sujanto mengatakan bahwa nama Masjid Cheng Ho memberikan penghormatan 
kepada Laksamana Cheng Hoo atau Zheng. Warna-warna masjid didominasi 
merah, hijau dan kuning. Gaya bangunannya berasimilasi dengan budaya 
Tiongkok, Arab, dan Jawa. Masjid Cheng Ho dibangun dengan konsep tanpa 
pintu sebagai simbol keterbukaan.171 Ini berarti bahwa siapa pun dari etnis mana 
pun dapat menggunakan masjid untuk ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. 
Apalagi masjid itu diharapkan bisa menjembatani semua perbedaan di Indonesia. 
HMY. Bambang Sujanto, pendiri Yayasan Masjid Haji Muhammad Cheng 
Hoo di Surabaya, menyatakan bahwa bangunan masjid Cheng Hoo di beberapa 
daerah adalah bagian dari misi Muslim Tiongkok di negara ini untuk 
berkontribusi, menegosiasikan dan memperkuat identitas dan peran mereka seperti 
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organisasi masyarakat sipil Islam lainnya. Hingga saat ini, Sujanto menambahkan 
misi ini cukup berhasil karena selalu didukung oleh semua orang.172Ali Karim Oe 
mengatakan bahwa kehadiran Muslim Tiongkok di Indonesia setara dengan 
kehadiran Muslim lainnya di Indonesia. Pembentukan Masjid Lao Tse atau 
Masjid Cheng Ho diharapkan memiliki dampak positif terhadap hubungan antara 
Indonesia dan Tiongkok. Dia juga menambahkan bahwa dengan kehadiran 
Muslim Tiongkok di Indonesia, mudah-mudahan dapat lebih memperkuat 
hubungan antara kedua negara dalam semua aspek kehidupan.173  
Masjid Cheng Hoo ini telah menunjukkan identitas Tionghoa sebagai 
bagian muslim di Indonesia. Misalnya pada bangunan masjid ini terdapat reief 
Muhammad Cheng Hoo bersama armada kapal yang digunakannya mengarungi 
Samudera Hindia pada sisi kanan masjid. Relief ini memiliki pesan untuk 
masyarakat Tionghoa muslim agar tidak risih dan sombong sebagai orang 
Islam.174 Selain itu terdapat pula program-program lain yang di miliki oleh PITI 
untuk memperkenalkan identitasnya sebagai muslim di Indonesia. Program-
program tersebut seperti pembinaan muallaf,175 buka puasa bersama anak yatim, 
lomba MTQ Nasional yang di ikuti oleh masjid Cheng Hoo seluruh Indonesia, 
pengajian mingguan dan bulanan yang mana pengajian ini tidak hanya di ikuti 
oleh tionghoa muslim tetapi juga non-tionghoa muslim, terdapat pula perayaan 
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Hari Besar Islam seperti Idul Adhah, khitanan masal serta sholat jum’at 
berjama’ah.176  
Selain itu, pada peringatan HUT ke-16 Masjid Cheng Hoo, Hariyanto 
menyampaikan bahwa PITI juga telah meresmikan makam muslim Tionghoa di 
Sukorejo Pandaan, melakukan sinergi dengan Pondok Pesantren Al-Amin, 
Parenduan Sumenep, Madura dalam hal pemberdayaan ekonomi umat serta 
menjalin kerjasama dengan berbagai pengusaha dan komunitas untuk membantu 
masyarakat kurang beruntung setiap ramadhan.177 Meski program-progam ini 
menjadi salah satu bagian dari syiar agama Islam yang dilakukan oleh PITI namun 
secara tidak langsung PITI melalui dakwahnya telah memperkenalkan dan 
menunjukkan kepada kepada masyarakat bahwa Tiongkok tidak hanya soal 
komunis melainkan juga terdapat orang-orang yang memeluk agama islam. 
Sehingga hal ini dapat merubah cara pandang atau perspektif masyarakat terhadap 
keberadaan Tiongkok di Indonesia. 
PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo di Surabaya juga 
memiliki momen dan agenda pertukaran ulama dari Indonesia ke Tiongkok dan 
juga dari Tiongkok ke Indonesia. Ulama dari semua pemimpin organisasi Islam, 
seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
selalu diundang oleh masjid Cheng Hoo untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam 
pertukaran ulama dari Indonesia ke Tiongkok. Diharapkan melalui program-
program ini, banyak pemimpin Muslim Indonesia dapat membantu orang lain 
                                                             
176 Hariyono Ong, (Ketua Ta’mir Masjid Cheng Hoo), dalam sebuah wawancara 
dengan penulis, 03 Agustus 2019, op. cit 
177 Majalah Dwi Bulanan Komunitas Muslim Tionghoa, “Perluas Hubungan Kedua 
Negara’, Edisi 100. 15 Oktober – 15 Desember 2018 



































untuk menghormati identitas dan budaya Tiongkok.178 Hal serupa juga 
disampaikan oleh Hariyono bahwa pengurus masjid Cheng Hoo melakukan 
silaturahmi ke Yunan, Tiongkok. Selain itu, NU, Muhammadiyah dan MUI juga 
ikut serta di undang untuk silaturahmi ke negara Tiongkok.179 Kunjungan juga 
dilakukan oleh muslim Tiongkok ke masjid Cheng Hoo, misalnya pada tahun 
2015 lalu terdapat tiga muslim Tiongkok yang berkunjung ke Masjid Cheng Hoo 
untuk bercerita tentang perkembangan islam di Tiongkok.180  
Dengan adanya program silaturahmi antara muslim dari ke dua negara 
tentu dapat meningkatkan pemahaman dan pengertian diantara keduanya. Apalagi 
dengan munculnya isu deskriminasi terhadap Uighur di masyarakat Indonesia 
menjadikan program ini sangat penting untuk mempengaruhi cara pandang 
masyarakat tentang kehidupan muslim di Tiongkok. Selain itu, dengan adanya 
program ini juga akan mempererat hubungan antara PITI dengan organisasi massa 
Islam lain seperti NU dan Muhammadiyah sehingga PITI lebih mudah dalam 
melakukan diplomasi publik ke masyarakat Indonesia. Peran PITI ini juga di akui 
oleh Pemerintah Tiongkok sebagaimana yang sampaikan oleh Kepala Konjen 
RRT di Surabaya, Gu Jingqi, bahwa PITI adalah organisasi yang banyak 
                                                             
178 Liem Ou Yen, Surabaya, dalam sebuah wawancara bersama peneliti, 12 Agustus 
2012  dalam Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-
China Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal of Indonesia Islam Volume 08, Number 
01, June 2014 
179 Hariyono Ong, (Ketua Ta’mir Masjid Cheng Hoo), dalam sebuah wawancara 
dengan penulis, 03 Agustus 2019, Op. Cit 
180 Burnadi Hasan, “Indahnya Perbedaan : Sejarah Berdirinya Masjid Haji 
Muhammad Cheng Hoo” diterbitkan oleh masjid cheng hoo, 54 



































memainkan peranannya untuk menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya. 
Termasuk juga konjen RRT.181  
Dari aspek internasional PITI juga memiliki agenda Zhenghee 
International Peace Forum yang merupakan konferensi muslim Tionghoa tingkat 
dunia yang diadakan oleh Zhenghee International Peace Foundation (ZIPF). ZIPF 
sendiri dibentuk untuk memperdalam pemahaman dan mempererat komunikasi 
masyarakat dunia Tionghoa dan dunia muslim yang langgeng.182 Konferensi 
Internasional Zhenghee di Indonesia akan dilaksanakan Juli mendatang. Setelah 
Konferensi Internasional Zhenghee yang ke-4 pada tahun 2018 lalu diadakan di 
negara Pakistan, pada tahun ini konferensi Zhenghee akan di gelar di Indonesia 
tepatnya di kota Surabaya. Acara ini menjadi agenda besar bagi PITI (Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia) karena kegiatan ini akan di ikuti oleh banyak peserta 
internasional dari berbagai negara. Melihat pada konferensi sebelumnya, terdapat 
beberapa pembahasan yaitu tentang islamphobia, Chinaphobia dan juga tentang 
seberapa jauh pengaruh Belt Road Initiative terhadap tatanan ekonomi, keamanan, 
sosial dan budaya.183 Ini artinya di dalam konferensi Zheng Hee tidak hanya akan 
membahas tentang budaya atau perkembangan etnis Tionghoa semeta melainkan 
juga terdapat pembahasan tentang perkembangan negara Tiongkok. Harianto 
Ketua PITI Jawa Timur menyampaikan bahwa Pemerintah Tiongkok sendiri 
                                                             
181 Majalah Dwi Bulanan Komunitas Muslim Tionghoa, “Perluas Hubungan Kedua 
Negara’, Edisi 100. 15 Oktober – 15 Desember 2018 
182 “Pengakuan Dunia yang Perlu Dukungan”, Majalah Cheng Ho,Ed. 99, 15 Agustus-
15 Oktober 2018 
183 Ibid  



































sangat mendukung diselenggarakannya konferensi besar ini di Indonesia dan 
berkemungkinan akan hadir dalam acara tersebut.184  
Dalam memberikan pengetahuan tentang identitas agama islam di 
masyarakat Tionghoa muslim, PITI juga mengadakan seminar internasional 
dengan tema “Cheng Ho Walisongo dan Muslim Tionghoa Indonesia di Masa 
Lalu, Kini dan Esok” pada tahun 2008 lalu yang telah dihadiri oleh tokoh 
masyarakat, pejabat pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Dalam seminar 
ini telah membahas tentang perjalanan dan perjuangan penyebaran agama islam di 
kawasan Asia Tenggara oleh Cheng Ho, pemaparan keberadaan muslim tionghoa 
di Indonesia serta keberadaan walisongo yang beberapa diantaranya adalah 
keturunan tionghoa.185 
Menurut peneliti adanya konferensi dan seminar semacam ini akan 
membawa keuntungan bagi pemerintah Tiongkok itu sendiri karena konferensi ini 
akan membentuk citra positif  negara Tiongkok dimata publik. Dengan banyak 
sentimen yang muncul di masyarakat tentang Tiongkok dan dengan adanya 
kegiatan ini akan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Tiongkok bukan 
negara yang anti terhadap islam seperti yang ada di dalam pandangan masyarakat 
tetapi juga terdapat muslim yang memiliki eksistensi di Indonesia. Apalagi 
konferensi dan seminar ini mengusung nama “Zheng Hee” atau “Cheng Hoo” 
yang di kenal sebagai tokoh yang ikut berkontribusi bagi penyebaran agama islam 
                                                             
184 H. Haryanto Satryo (Ketua DPW PITI Jatim) dalam sebuah wawancara dengan 
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di Indonesia sehingga hal ini akan menambah pengetahuan tentang identitas 
muslim Tiongkok.  
Identitas agama islam Tiongkok juga diperkenalkan oleh PITI melalui 
majalah, situs dan buku yang ditulis oleh pihak masjid Cheng Hoo. Misalnya pada 
buku dengan judul ”Indahnya Perdamaian : Sejarah Berdirinya Masjid Haji 
Muhammad Cheng Hoo” terdapat informasi terkait dengan program-program 
tersebut. Hal unik lain yang juga tercantum pada buku ini adalah ditulisnya daftar 
masjid-masjid yang ada di Tiongkok beserta penjelasan dan gambarnya.186 Di 
dalam majalah Cheng Hoo juga terdapat banyak penjelasan tentang kisah 
perjalanan Cheng Hoo dalam menyebarkan agama islam.187 Sehingga dengan 
adanya hal ini turut serta mendukung dan membantu untuk menginformasikan 
kepada masyarakat terkait kehidupan islam di Tiongkok 
3. Peran PITI dalam Kehidupan Sosial Masyarakat 
Selain memiliki peran dalam aspek agama dan budaya, Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia (PITI) juga memiliki peran dalam aspek sosial sebagai bentuk 
diplomasi publik yang dilakukannya. Dalam konteks sosial, PITI memiliki 
berbagai peran yang diwujudkan dalam program-programnya yaitu, pertama, PITI 
melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo memiliki sekolah TK dan Istana 
Balita (ISBA).188 Pra-sekolah 'ISBA' di masjid Cheng Ho yang memiliki dua kelas 
                                                             
186 Burnadi Hasan, “Indahnya Perbedaan : Sejarah Berdirinya Masjid Haji 
Muhammad Cheng Hoo” diterbitkan oleh masjid cheng hoo 94-106 
187 l ihat “Pengakuan Dunia yang Perlu Dukungan”, Majalah Cheng Ho,Ed. 99, 15 
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Dalam Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China 
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kelompok bermain (kelas A dan B) mencoba membiasakan murid-muridnya 
tentang 4 bahasa (Arab, Inggris, Tiongkok, dan Indonesia).189 Siswa-siswi di 
sekolah ini juga tidak hanya berasal dari keturunan Tionghoa melainkan juga dari 
etnis non-Tionghoa. Melalui sekolah ini, PITI akan lebih membuat dirinya dikenal 
eksistensinya di masyarakat sehingga lebih memudahkannya untuk melakukan 
pendekatan secara grassroots.  
Kedua, PITI berpartisipasi dalam membantu bencana alam di Indonesia. 
Misalnya pada HUT Ke-16 masjid Cheng Hoo juga dilakukan sumbangan bagi 
korban gempa Palu sebesar Rp.600 juta dan gempa Sapuda Madura Rp. 200 juta. 
Bahkan acara ini juga dihadiri oleh pihak dari konsulat Jenderal Tiongkok 
Surabaya. Dalam majalah cheng hoo edisi 100 juga dipaparkan sumbangan 
kegiatan sosial oleh Masji Muhammad Cheng hoo.190  Begitu juga dengan 
kegiatan pelatihan menjadi reseler online sepatu kepada kaum disabelitas dan 
loper Koran.191Hal ini tentu ikut menambah informasi bagi masyarakat bahwa 
orang-orang keturunan Tiongkok juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan di Indonesia. 
Ketiga, dalam bidang kesehatan PITI juga melakukan kegiatan medical 
check up dengan harga murah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. 
Kegiatan ini dilakukan PITI melalui Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo 
                                                             
189“Rangsang Kreatifitas Balita”, diakses pada 8 September 
2013,http://istanabalita.blogspot.com/2009/08/rangsang-kreatifitas-balita-ajarkan.ht-ml..  
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190 Hariyanto Ong, (Ketua Takmir Masjid Cheng Hoo Surabaya) dalam diskusi 
dengan penulis 27 Juli 2019 
  191 H. Abdullah Nurawi (Ketua Umum Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo 
Indonesia) dalam diskusi dengan penulis 7 Agustus 2019 



































Indonesia yang bekerjasama dengan Laboratorium Pacar selama 18-19 Agustus 
2018 lalu. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya pendaftar sebanyak 872 orang yang tidak hanya 
berasal dari Surabaya melainkan juga datang dari Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, 
Malang, Ponorogo dan juga Bandung.192 Ke empat, PITI melalui Yayasan Haji 
Muhammad Cheng Hoo bekerjasama dengan Asosiasi Akupresur seluruh 
Indonesia (AAKSI) telah melakukan pelatihan terhadap masyarakat umum. Pada 
tahun 2018 lalu, PITI melakukan program ini untuk angkatan ke-3 yang di ikuti 
oleh 18 peserta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendidik masyarakat agar 
lebih bisa sehat mandiri dan diharapkan bisa menyehatkan sesama.193  Ke lima, 
acara donor darah yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Karaoke 
Harmoni Club, PT Matahari Sakti, Palang Marah Indonesia di Masjid Cheng 
Hoo.194 
Peran-peran PITI dalam hal sosial kemasyarakatan ini pernah di liput oleh 
media Tiongkok yang ditandai dengan kedatangan tim jurnalis dari XMG 
(Xiamen Media Group Center), yang merupakan salah satu media televise asal 
Xiamen, Tiongkok. PITI dianggap sangat menarik karena menggunakan nama 
Cheng Hoo pada masjid juga dianggap berkonstribusi positif bagi sosial-
masyarakat.195 Selain itu, untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan ini, PITI juga 
                                                             
192 “Pengakuan Dunia yang Perlu Dukungan”, Majalah Cheng Ho,Ed. 99, 15 Agustus-
15 Oktober 2018 
192 , Op. cit 
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memiliki majalah bernama majalah "Cheng Hoo" serta sebuah situs beralamat 
http://chenghoo.co/susunan-pengurus-dpw-piti-jawa-timur/ . Majalah dan situs ini 
bertujuan untuk membantu semua orang yang ingin mengetahui lebih banyak 
informasi tentang masjid dan kontribusinya. Banyak diantara kegiatan-kegiatan 
PITI yang di paparkan didalamnya.196 Sehingga memudahkan publik untuk 
memperoleh informasi tentang PITI. Hal tersebut dapat berdampak bagi cara 
pandang masyarakat terhadap keberadaan PITI.  Melihat hal tersebut dengan 
besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh 
PITI, maka semakin besar orang yang mengetahui keberadaan komunitas muslim 
Tionghoa di Indonesia serta melihat orang-orang keturunan Tiongkok sebagai 
orang-orang yang perduli terhadap masyarakat dan menjadi bagian dari Indonesia. 
4. Peran PITI sebagai Mediator antara Pemerintah Tiongkok dengan 
Berbagai Pihak di Indonesia 
 Selain memiliki peran untuk memperkenalkan budaya Tiongkok kepada 
masyarakat luas, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) juga memiliki peran 
sebagai media yang menjembatani hubungan pemerintah Tiongkok dengan 
berbagai pihak di indonesia. Posisi PITI yang sangat strategis sebagai organisasi 
Islam Tionghoa, menjadikannya begitu dekat baik dengan pemerintah Tiongkok 
dan Indonesia. PITI sebagai sebuah organisasi masa di Indonesia tetap tidak bisa 
dipisahkan dari identitasnya sebagai etnis tionghoa. Hal ini terbukti ketika masa 
pemerintahan orde baru PITI harus berganti nama menjadi Pembinaan Iman 
Tauhid Islam akibat sentimen terhadap Tiongkok sehingga menyebabkan 
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dilarangnya nama-nama Tionghoa di Indonesia. Kedekatan secara etnis inilah 
yang menghubungkan PITI dengan pemerintah Tiongkok. Di sisi lain, posisinya 
sebagai organisasi masa Islam Indonesia membuatnya dekat dengan Indonesia. 
Pasalnya, meski secara identitas etnis adalah Tionghoa namun nama islam yang 
melekat membuatnya menjadi dekat dengan Indonesia sebagai negara dengan 
mayoritas islam. Posisi ini yang melatar belakangi PITI memiliki peran sebagai 
media atau jembatan bagi pemerintah Tiongkok dengan pihak di Indonesia. 
 Ketua PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Jawa Timur, Harianto 
mengatakan bahwa PITI memiliki peran sebagai jembatan ke pemerintah, ke 
ulama, ke orang Tionghoa non-muslim untuk menjelaskan bahwa islam adalah 
agama rahmatan lil’alamin. Harianto juga mengatakan bahwa jika terdapat 
permasalahan terkait orang Tionghoa maka PITI akan menjelaskan kepada NU 
dan Muhammadiyah.197 Kemampuan PITI sebagai penghubung atau jembatan 
antara pemerintah Tiongkok dengan berbagai pihak di masyarakat salah satunya 
adalah di tunjukkan dengan adanya konferensi Pers di PWNU Jawa Timur tentang 
isu Uighur pada beberapa waktu lalu, yang mana dalam hal ini PITI menjadi 
media untuk mempertemukan PWNU Jatim dengan Konjen RRT.198 Soal Uighur 
merupakan isu yang sangat disorot dan menjadi perhatian tinggi oleh masyarakat 
Indonesia. Atas dasar solidaritas umat muslim di Indonesia terhadap orang-orang 
beragama islam di Tiongkok khususnya Uighur yang dianggap telah mendapatkan 
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diskriminasi, menjadikan pemerintah Tiongkok tersudutkan dengan adanya aksi 
protes baik dengan cara demo atau di media sosial. Sehingga dibutuhkan adanya 
penjelasan dari pemerintah Tiongkok. Adaanya konferensi dengan PITI sebagai 
medianya menunjukkan bahwa PITI memang diperlukan sebagai perantara 
pemerintah Tiongkok dengan pihak lain di Indonesia. 
 Selain itu, peran PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) sebagai media 
perantara pemerintah Tiongkok dengan pihak lain di Indonesia tidak hanya 
ditunjukkan ketika terjadi isu-isu yang menciptakan sentimen Tiongkok di 
Indonesia, melainkan juga terkait urusan yang lain. Misalnya peneliti mendapati 
dalam pembentukan pusat studi Indonesia-Tiongkok yang di UIN Sunan Ampel 
Surabaya yang merupakan kerjasama oleh Perguruan Tinggi ini dengan 
pemerintah Tiongkok yang dalam hal ini diwakili oleh konjen Tiongkok di 
Surabaya. Ketua Pusat Studi Indonesia-Tiongkok, Ridha Amalia mengatakan 
bahwa dalam pembentukan pusat studi ini merupakan hasil dari kerjasama antara 
UIN Sunan Ampel dan Konjen Tiongkok di Surabaya yang mana prosesnya 
memang tidak terlepas dari peran PITI sebagai perantaranya.199 Hal selaras juga 
disampaikan juga oleh Ketua PITI Jawa Timur, Harianto bahwa PITI telah 
menjembatani antara konjen Tiongkok dengan perguruan Tinggi UIN Sunan 
Ampel dalam pembentukan pusat studi tersebut.200 Pemerintah Tiongkok pun 
sangat mendukung penuh dengan kehadiran pusat studi Indonesia-Tiongkok di 
kampus UIN Sunan Ampel seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Tiongkok 
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untuk Indonesia yang datang ke Surabaya tepatnya di Masjid Ampel pada 
beberapa waktu yang lalu. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok akan 
mendukung dan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pusat studi 
tersebut.201 Melihat dukungan yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok bukan 
sebuah hal yang aneh. Dengan dibentuknya pusat studi Indonesia-Tiongkok tentu 
sangat menguntungkan bagi pemerintah Tiongkok sendiri. Dengan adanya pusat 
studi ini akan tercipta sebuah ruang belajar bagi para mahasiswa untuk mengerti 
dan memahami budaya Tiongkok, sehingga segala kesalafahaman atau pandangan 
buruk terhadap Tiongkok dapat terkikis. 
PITI sendiri dengan posisinya yang strategis memiliki kemampuan untuk 
melakukan diplomasi publik. Hal ini terlihat melalui ke empat peran PITI yang 
telah peneliti paparkan. Semua peran PITI baik dalam agama, sosial, budaya dan 
peran sebagai mediator merupakan sarana untuk mengenal dan belajar lebih jauh 
tentang budaya Tiongkok sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 
yang lebih baik oleh masyarakat Indonesia terhadap budaya Tiongkok. Adanya 
peran-peran tersebut dapat dikatakan sebagai upaya diplomasi publik yang 
dilakukan oleh PITI kepada masyarakat Indonesia. Menurut peneliti hal ini tentu 
sangat menguntungkan bagi pemerintah Tiongkok. Hal ini dikarenakan sentimen 
yang berkembang di Indonesia salah satunya juga disebabkan oleh pemahaman 
masyarakat bahwa komunis Tiongkok sangat anti dengan islam serta pemahaman 
bahwa Tiongkok telah mendiskriminasi muslim Uighur membuat peran PITI 
untuk mengenalkan budaya Tiongkok di Indonesia sangat besar. PITI sebagai 
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organisasi masyarakat Tionghoa islam di Indonesia yang secara etnis tidak dapat 
dipisahkan dari negara Tiongkok, telah ikut serta memperkenalkan bahwa tidak 
semua orang Tiongkok adalah beragama non-islam atau anti islam serta dengan 
adanya berbagai kegiatan sosial menunjukkan bagaimana keramahan dan 
kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang Tiongkok ke publik Indonesia. Peran-
peran PITI tersebut dapat dilihat pasca pemerintah orde baru tepatnya pada masa 
reformasi. PITI sendiri pernah mengalami kefakuman pada masa pemerintah orde 
baru akibat ruang gerak PITI dibatasi. Apalagi PITI pada masa itu selain sebagai 
organisasi masyarakat yang kecil, PITI juga masih lemah secara struktural yang 
tidak memungkinkan jika melakukan perannya pada masa itu.202 Sehingga bisa 
dikatakan PITI tidak bisa menjalankan perannya pada masa orde baru seperti pada 
era sekarang. 
Respon baik masyarakat terhadap keberadaan PITI juga ditunjukkan oleh 
beberapa hal.  Pada awal dibentuknya masjid Cheng Hoo ini, masjid chen hoo 
masuk dalam MURI dan terdapat banyak yang melakukan sholat jum’at di masjid 
ini kurang lebih 600 orang, bahkan disebutkan bahwa rata-rata tiap bulan terdapat 
4 sampai 5 orang berbagai suku yang masuk islam.203 Selain itu respon baik 
masyarakat juga tercermin dengan diterimanya keberadaan masjid Chenghoo di 
belasan kota di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya kunjungan 
masyarakat ke masjid chnghoo. Kebanyakan dari pengunjung datang untuk 
mengetahui keberadaan masjid chenghoo serta mendapatkan informasi dan 
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penjelasan tentang masjid chenghoo.  Selain kunjungan masyarakat domestik, 
terdapat pula kunjungan dari wisatawan asing seperti dari Malaysia, Inggris, 
Tiongkok, Belanda, Singapura, Thailand, Amerika, Hongkong, Taiwan, Arab dan 
India.204 Bahkan terdapat universitas seperti Universitas Darussalam Gontor 
Ponorogo juga melakukan kunjungan ke masjid Chenghoo.205 Hal ini juga 
dipertegas oleh Bambang Sujanto bahwa sebelum membangun dan 
mengembangkan masjid Cheng Ho, banyak identitas dan budaya Tionghoa di 
Indonesia tidak didukung oleh semua orang. Tetapi, setelah sukses membangun 
masjid Cheng Ho di Surabaya, Sujanto menambahkan bahwa banyak orang mulai 
memahami dan menghargai tentang multi-budaya, agama, dan identitas 
Tionghoa.206  
Peran PITI di Indonesia sangat signifikan untuk menjadi jalan sutra baru 
hubungan Tiongkok-Indonesia apalagi dengan keberadaan masjid Cheng Hoo. 
Dengan dukungan para pemimpin Masjid Cheng Ho di beberapa daerah di 
Indonesia, banyak kerja sama dalam semua aspek yang lebih mudah dicapai. 
Sebagai contoh, dalam konteks sosial, agama dan budaya, telah ada program 
pertukaran ulama yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pemahaman 
Islam di Indonesia dan Tiongkok. Di bidang pendidikan dibentuk program 
pengajaran bahasa Tiongkok. Kontribusi dan implikasi dari pembangunan masjid 
Cheng Ho di Surabaya telah menginspirasi semua orang di semua wilayah di 
                                                             
204 Burnadi Hasan, “Indahnya Perbedaan : Sejarah Berdirinya Masjid Haji 
Muhammad Cheng Hoo” diterbitkan oleh masjid cheng hoo 
205 Ibid 51 
206 HMY. Bambang Sujanto, (Penasihat PITI Jatim) dalam sebuah wawanca, 12 
September 2013, op. cit 



































Indonesia bahkan di Asia Tenggara untuk mendirikan masjid yang unik dan khas 
seperti Cheng Ho.207 
Pada masa Presiden Yudhoyono dan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok 
telah membuat kerjasama strategis baru yang komprehensif dalam semua aspek, 
termasuk dalam aspek budaya agama dan Islam.208 Selain itu, Menteri Agama 
Suryadhama Ali mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah 
sepakat untuk meningkatkan hubungan sosial dan budaya antara kedua negara 
terutama dalam hubungan Islam. Dia menambahkan hubungan Islam antara kedua 
negara telah berjalan dengan baik dan diperkirakan akan meningkat.209  
Dengan adanya pemaparan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
Masjid Cheng ho, PITI memiliki peran untuk memperkenalkan budaya Tiongkok 
ke masyarakat luas melalui berbagai peran yang dimilikinya yaitu peran dalam 
aspek budaya, agama, sosial dan menjadi moderator yang diwujudkan dalam 
program-program yang telah peneliti gambarkan diatas. Dengan posisi PITI yang 
sangat strategis dan adanya program-program tersebut, maka dapat berdampak 
bagi cara pandang masyarakat terhadap keberadaan Tiongkok di Indonesia. 
                                                             
207 Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-
China Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal of Indonesia Islam Volume 08, Number 
01, June 2014 
208 Lihat http://indonesian.cri.cn/201/2013/10/03/1s142384.htm. diakses pada 8 
November 2013; juga lihat China Town Magazines, 73/VII (November 2013), 12-17. Dalam 
Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-China 
Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal of Indonesia Islam Volume 08, Number 01, 
June 2014 
209 Lihat http://www.antaranews.com/print/212895/. Diakses pada 8 November 
2013. Dalam Choirul Mahfud,”The Role of Cheng Ho Mosque: The New Silk Road, Indonesia-
China Relations in Islamic Cultural Identity”, Journal of Indonesia Islam Volume 08, Number 
01, June 2014 




































Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia (PITI) Jawa Timur memiliki empat peran sebagai bentuk 
diplomasi publik kepada masyarakat Indonesia. Empat peran tersebut adalah, 
pertama, memperkenalkan budaya tiongkok kepada masyarakat, memperkenalkan 
identitas muslim tionghoa ke masyarakat, peran PITI dalam kehidupan sosial 
masyarakat, serta peran PITI untuk menjadi mediator antara pemerintah Tiongkok 
dengan berbagai pihak di Indonesia. Meski terdapat peran-peran PITI dalam 
diplomasi publik yang dapat membantu pemerintah Tiongkok di Indonesia, 
namun PITI merupakan organisasi masa islam yang berdiri sendiri tanpa memiliki 
keterkaitan dengan pemerintah Indonesia maupun politik termasuk juga tidak 
memiliki hubungan politik dengan pemerintah Tiongkok. Artinya, diplomasi 
publik PITI tersebut dilakukan atas inisiatifnya sendiri yang tidak terikat pada 
pihak manapun. 
B. Saran 
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar pemerintah Indonesia 
memperhitungkan keberadaan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Posisi 
PITI yang sangat strategis di dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok, tidak 
hanya bisa berguna bagi pemerintah Tiongkok untuk melancarakan 
kepentingannya dan keberadaannya di Indonesia. Namun keberadaan PITI juga 



































dapat menjadi sebuah mediator yang juga berguna bagi pemerintah Indonesia 
untuk mempererat hubungannya dengan Tiongkok. 
Selain itu, terdapat beberapa kekurangan di dalam penelitian ini akibat 
kurangnya waktu yang ada sehingga beberapa data belum secara lengkap 
terpenuhi. Begitu juga dengan buku-buku yang membahas terkait ini sangat sulit 
ditemukan. Oleh karena itu bagi peneliti diharapkan dapat menemukan sumber 
data dokumentasi yang outentik selanjutnya yang dapat mendukung data-data 
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